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                 
      
“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu 
hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi 
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Anak merupakan penerus generasi bangsa dimasa 
depan yang harus dijaga dan dilindungi oleh keluarga, 
masyarakat serta Negara. Di Indonesia seseorang 
dinyatakan anak sebelum usianya mencapai 18 tahun, 
di usia ini anak sedang mencari jati dirinya dengan 
melakukan hal- hal yang baru dan mereka lebih suka 
bergaul dengan teman-temannya, di usia ini juga anak 
perlu perhatian dari orang tua yang lebih, agar anak 
tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, salah satunya 
terjerumus kedalam narkoba. Dewasa ini pengguna 
narkoba tidak hanya orang dewasa atau pun kalangan 
artis, namun anak pun jadi pengguna narkoba, ini 
sangatlah ironis seorang anak yang seharusnya 
mengenyam pendidikan, namun anak tersebut 
berhadapan dengan hukum karena penyalahgunaan 
narkoba. Padahal anak merupakan asset bangsa yang 
harus dilindungi oleh Negara, perlindungannya pun 
dengan menunjuk suatu lembaga bantuan hukum, disini 
penulis meneliti lembaga Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal, yang mana 
lembaga ini adalah penasehat hukum bagi orang yang 
berhadapan dengan hukum, dari data yang penulis 
peroleh lima tahun terakhir ini anak yang menggunakan 
narkoba kurang lebih ada 76 anak, disini penulis 
tertarik untuk menggali lebih dalam perlindungan yang 
diberikan oleh YLBH Putra Nusantara Kendal. 
Penulis menggunakan metode penelitian empiris 
dengan meneliti keadaan yang ada dilapangan yaitu di 
YLBH Putra Nusantara Kendal, data yang penulis 
dapat berasal dari wawancara dan arsip dari YLBH 
Putra Nusantara Kendal mengenai perlindungan 
dibawah umur pengguna narkoba. Penulis 
vii 
menggunakan analisis kualitatif yang mendeskripsikan 
suatu gejala yang ada di masyarakat. 
Hasil penelitian bahwa Perlindungan yang 
dilakukan YLBH Putra Nusantara Kendal sesuai 
dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak, seorang yang usianya di bawah 18 tahun masih 
dilindungi dari pidana penjara kalaupun anak tersebut 
di pidana lembaga YLBH Putra Nusantara 
memohonkan keringanan atas tuntutan yang diberikan 
atau memohonkan kepada majlis hakim agar anak 
tersebut masuk kedalam rehabilitasi. Dalam hukum 
Islam sendiri anak yang melakukan suatu tindak pidana 
maka harus di hukum dan hukumannya bukan pidana 
penjara melainkan pengajaran yang mana membuat 
anak tersebut jera. Batas usia dewasa anak ada 
perbedaan pendapat menurut Imam Syafi’i dan Imam 
Ahmad bin Hambal, anak dewasa ketika usianyanya 15 
tahun, menurut Imam Maliki 17 tahun dan Imam 
Hanafi  18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk 
anak perempuan. Namun terdapat kesepakatan dari ke 
empat Imam Madzhab ini yaitu apabila seorang laki-
laki telah keluar spermanya dan perempuan telah haid 
dan hamil maka keduanya telah dewasa. Untuk penulis 
mendukung apa yang ditetapkan oleh pemerintah, di 
usia 18 tahun anak sudah mampu membedakan yang 
baik dan buruk dari dampak apa yang telah dilakukan 
seseorang. 
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A. Latar belakang Masalah  
Narkoba merupakan hal yang membahayakan bagi 
umat manusia, disebabkan narkoba dapat merusak kesehatan 
baik jiwa maupun akal bagi penggunanya. Maka dari itu 
baik pemerintah maupun agama melarang penggunaan 
narkoba. Kecuali dengan resep dokter, maka di perbolehkan. 
Narkotika atau obat bius menurut bahasa inggris adalah 
narcotic yaitu segala bahan obat yang pada umumnya 
bersifat: 
a. Membius ( dapat menurunkan kesadaraan) 
b. Merangsang (meningkatnya semangat kegiatan atau 
aktivitas pengguna) 
c. Ketagihan (menjadikan ketergantungan, mengikat, 
dependence) 
d. Menimbulkan khayalan (halusinasi)1 
Narkoba ialah zat-zat kimia yang apabila di masukkan 
ke tubuh manusia – baik secara oral maupun mulut, dihirup 
maupun suntik (intravena) – dapat mengubah pemikiran, 
                                                          
1
. Masruhi Sudiro, Islam Melawan Narkoba, Yogyakarta: Madani 
Pustaka Hikmah, 2000, h. 13-14 
2 
 
suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang.
2
 
Narkoba pada prinsipnya merupakan zat yang apabila di 
gunakan (dengan cara di minum, dihirup, dihisab, 
disuntikkan dsb.) maka dapat memberikan pengaruh (positif 
kecil dan negatif yang besar) pada jasmani dan rohani 
pemakainya.   Pengaruh negatif berat yang ditimbulkan 
secara umum berupa “mabuk” (efek adiktif) pada diri 
pemakai. 
3
  Nabi Saw. menyebutkan minuman yang dapat 
memabukkan adalah induk dari segala kejahatan (Umm Al-
Khabaits). Narkoba dapat menghancurkan ikatan 
kekeluargaan di sebagian dunia. Kebiasaan pemakai narkoba 
bermadat tak bisa tanpanya (kecanduan), dan ketika 
ketagihan nekat untuk melakukan tindak pidana (untuk 
mendapatkannya).
4
 Ayat yang turun menyangkut larangan 
mengonsumsi narkoba  terdapat pada QS. Al-Ma‟idah(5):90, 
yaitu: 
                                                          
2
 Keluarga Anti N Panduan menghindari Jerat Narkoba, Jakarta: 
Buku kompas, 2006 
3
  Masruhi Sudiro, op.cit, h. 67 




                  
                 
      
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 
agar kamu mendapat keberuntungan.” 
Ketika masa Nabi Saw, khamar memiliki sifat 
tradisional dan menggunakannya dengan cara diminum. 
Yang dinamakan jarimah syurb al-khamr atau minuman 
khamar. khamr menurut etimologi memiliki arti sesuatu 
yang bisa menutup akal disebut pula narkotika.
5
Dalam 
hukum pidana Islam, sanksi untuk pelaku jarimah meminum 
khamar  adalah cambuk sebanyak empat puluh atau delapan 
puluh kali. Menurut pendapat Jumhur ulama sanksi bagi 
peminum dan sanksi mabuk adalah sama. Dan  meminum 
khamr baik banyak atau sedikit hukumnya tetap haram, baik 
                                                          
5






Di dalam kitab Hisyayatuh Al-
Syar‟iyah karya Ibnu Taimiyah di sebutkan bahwa: 
 شِ لْ اَل لْ  ةُ شِا اَ  دَّ اَ ةُ   اَ ةُ اَ   اَ اَ ةُ  ةُ اَ ةُ  مٌا اَ اَ  ةُ اَ لْ شِ اَ لْ اَ  
Artinya: “Menghisab hasyisy (ganja) itu hukumnya 
haram dan penghisapnya dikenakan hukuman 
sebagaimana orang meminum khamar”.7 
Narkotika jika di pergunakan sebagai obat dan 
penelitian ilmiah, dapat memberikan manfaat untuk 
keperluan manusia. Sebaliknya, jika di pakai secara 
berlebihan, maka akan megakibatkan rasa sakit/ 
terganggunya kesehatan bagi pemakai.
8
 Lebih fatal lagi 
dapat mengakibatkan kematian bagi pengguna. Dan tidak 
stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat. 
9
 Narkoba 
telah marak diberbagai penjuru Indonesia baik di kota besar 
mau pun desa. Narkoba dapat berdampak buruk bagi 
kesehatan dan kehidupan sosial-ekonomi serta dapat 
memperbanyak kejahatan di masyarakat. Menjadi beban 
                                                          
6
 . Ibid, H. 64 
7
 Masruhi Sudiro, op.cit, h. 110 
8
Angga Paramitra, Penerapan sanksi Pidana Terhadap Anak 
Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Pengadilan 
NegeriSurabaya, Skripsi Fakultas Hukum Program studi Ilmu 
Hukum Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” 
JawaTimur, Hlm. 2 
9
 Ibid.  
5 
 
keluarga, masyarakat, dan negara juga meningkat. 
10
Dalam 
sebuah hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Amar, Nabi 
bersabda: 
  شِ شِا اَ اَل لْ  مُّاةُ  ةُ لْ اَللْ اَ  
Artinya: “Khamar adalah biyang segala kejahatan”11 
Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 sudah ditegaskan 
sanksi bagi pelaku narkoba antara pecandu, ketergantungan 
dan penyalah gunaan itu di bedakan.
12
di dalam pasal 114 
UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa” Setiap orang 
yang tanpa hak  atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba 
Golongan I,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 5 (tahun) dan paling lama 
20 tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 




                                                          
10
 . Harlina Pribadi, Menangkal narkoba, HIV dan AIDS serta 
kekerasan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h. 81 
11
 Masruhi Sudiro, op.cit 
12
  M. Nurul Irfan, op.cit, h. 60 
13
 Ibid., h. 61 
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 Narkoba sudah jadi musuh besar bagi bangsa ini. 
Musuh yang konkret dan abstrak,  nyata juga gelap. Musuh 
yang masuk ke seluruh kawasan Nusantara, sehingga tiada 
bagian tanah air yang bersih dari narkoba. Narkoba dapat 
menghacurkan generasi muda bangsa Indonesia.  
Penyebabnya pasar narkoba rata-rata berada pada usia 15 
sampai 25 tahun. Kejadian ini sudah berulangkali terjadi, 
orang yang sudah mencoba narkoba mempunyai potensi 
akan kecanduan, dan sangat sulit keluar dari lingkungan 
narkoba.
14
 Di  Indonesia, usia 15 sampai 17 tahun masih 
dikatakan anak-anak, yang masih perlu di lindungi, 
disebutkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1), 
yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan”15.  
Lembaga  bantuan hukum (LBH) adalah suatu 
lembaga yang memberi jasa hukum sesuai dengan UU 
No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 1 ayat (1), 
yaitu:  “ Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan 
                                                          
14
 M. Arief Hakim, Narkoba Bahaya dan Penaggulangannya, 
Bandung: Penerbit Jember, 2007, h. 77 
15
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
tentang  Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak, bandung: Citra Umbara, 2015 
7 
 
oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 
Penerima Bantuan Hukum.” Selain itu dalam pasal 4 ayat (1) 
UU No. 16 Tahun 2011 menerangkan tentang ruang lingkup, 
yaitu “ Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan 
Hukum yang menghadapi masalah hukum.”16 Salah satu 
yang menerima bantuan hukum adalah seorang anak di 
bawah umur yang berusia di bawah 18 tahun  yang 
melakukan tindak pidana (yang menghadapi masalah 
hukum). Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah 
dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya  
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 
Selanjutnya  mengatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, 
dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 
yang memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita serta 
sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa 
dan negara untuk masa depan.
17
 Anak tersebut perlu 
mendapat perlindungan dari lembaga bantuan hukum. Dan 
lembaga bantuan hukum salah satunya yaitu Yayasan 
Lembaga bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal (YLBH 
                                                          
16
 UU No. 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum 
17
 M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum Catatan 
Pembahasan UU Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Jakarta 
Timur: Sinar Grafik, 2013, h. 8 
8 
 
Putra Nusantara Kendal) , yang memberikan  bantuan 
hukum dalam menghadapi masalah hukum, salah satu 
masalah hukum yang dihadapi YLBH Putra Nusantara 
Kendal yaitu melindungi anak yang baru berusia 16 tahun 
menghadapi masalah hukum. 
Ali bin Abi Tholib pernah berkata kepada Umar bin 
Khattab: “Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat 
perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung 
jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut: 
1. Orang yang gila sampai dia sadar; 
2. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan 




Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadd 
karena suatu tindak kejahatan yang di perbuatnya. Karena 
tidak ada  tanggung jawab hukum atas anak yang berusia 
berapa pun hingga anak tersebut mencapai puber.
19
 
Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk 
menyusun dan meneliti sebuah penelitian yang berjudul 
“Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengguna 
                                                          
18
 Abdur Rahman I Do‟i, op.cit.  h. 15 
19
 Ibid. h. 16 
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Narkoba Dibawah Umur (Studi Kasus di YLBH Putra 
Nusantara Kendal)”. Disini peneliti akan menggali lebih 
dalam tentang perlindungan anak yang di lakukan oleh 
YLBH putra Nusantara dan penulis pun akan memaparkan 
hukum Islam mengenai perlindungan bagi tindak pidana 
dibawah umur, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, 
yaitu anak adalah yang berusia di bawah 18 (delapan belas) 
tahun, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 itu wajib 
mendapatkan perlindungan untuk menghadapi permasalahan 
dengan hukum. Sedangkan menurut hukum Islam sendiri 
dikatakan bahwa anak akan mendapatkan perlindungan 
hukum sampai dia masuk dalam masa pubertas. Penulis akan 
memaparkan lebih dalam tentang perlindungan anak yang di 
lakukan oleh YLBH PutraNusantara Kendal dan 
Perlindungan anak menurut Hukum Islam. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar bekang diatas penulis merumuskan 
dua masalah, yaitu: 
1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum di 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra 
Nusantara Kendal terhadap tindak pidana pengguna 
narkoba di bawah umur? 
10 
 
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap 
perlindungan hukum terhadap tindak pidana pengguna 
narkoba di bawah umur di YLBH Putra Nusantara? 
C. Tujuan dan Manfaat dari penelitian 
Tujuan dari penelitian yang penulis susun adalah 
sebagai berikur: 
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 
tindak pidana pengguna  narkoba di bawah umur yang 
berada di YLBH Putra Nusantara Kendal, 
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap 
perlindungan tindak pidana di bawah umur yang 
berada di YLBH Putra Nusantara Kendal. 
Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk memberikan wawasan kepada seluruh lapisan 
masyarakat bahwa anak yang usianya di bawah umur 
(dibawah 18 tahun) dalam melakukan tindakan pidana 
dapat di lindungi dari masalah hukum di Indonesia. 
2. Untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas 
tentang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia 




D. Tinjauan Pustaka 
Beberapa sumber yang menyangkut permasalahan 
penulis, disini penulis akan memaparkan karya-karya ilmiah 
yang sebelumnya yang relevan dengan judul skripsi penulis 
diantaranya: 
Skripsi karya Lainun Shabrina, mahasiswi fakultas 
hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, berjudul 
“Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi 
diri sendiri (Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Putusan Perkara Nomor 
:56/pid.sus/2011/pn.pwt.)”. Skripsi ini diangkat untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus hukuman 
perkara Nomor :56/pid.sus/2011/pn.pwt.  metode pendekatan 
yang digunakan adalah yuridis normative. Penelitian ini 
berlokasi Pusat Informasi Ilmiah (PII), Perpustakaan Fakultas 
Hukum, dan Perpustakaan Jendral Suedirman. Metode analisis 
yang digunakan yaitu normative kualitatif.20 
Skripsi karya Zelni Putra, mahasiswa fakultas Hukum 
Universitas Andalas Padang, yang berjudul “Upaya 
                                                          
20
 Lainun Shabrina, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I bagi diri sendiri (Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Putusan Perkara 
Nomor :56/pid.sus/2011/pn.pwt.), mahasiswi fakultas hukum 
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto  
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Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan 
Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang.”hasil karya 
penelitian beliau adalahsebagai berikut: pertama, kebijakan 
(BNNK/Kota) Padang tidak terdapat ketentuan tertulis yang 
khusus dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan 
narkotika hanya ada himbauan penyuluhan yang ditujukan 
kepada masyarakat agar pecandu mau rehabilitasi. Yang 
kedua, prosedur dan syarat untuk direhabilitasi 
(BNNK/Kota) Padang diantaranya penentuan pecandu atau 
penyalahguna narkotikasebagai korban yang dapat 
direhabilitasi ditentukan oleh pengadilan. Syarat utama bagi 
penyalahgunaan narkotika bisa direhabilitasi itu harus ada 
kemauan dari si pelaku. Ketiga, keterbatasan personil dari 
BNNK/Kota) Padang untuk mendekati pecandu dan 
keluargannya agar pecandu atau pelaku penyalahguna 
narkotika dapat direhabilitasi. Keempat, agar (BNNK/Kota) 
Padang mempunyai kepengurusan dan memiliki anggota 
yang dapat mendekati pecandu dan keluarganya. Skripsi ini 




                                                          
21
Zelni Putra, Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika 
oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang, mahasiswa 
fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 
13 
 
Skripsi karya Tegar Djaya Rezeqi, mahasiswa jurusan 
Jinayah Siyasah fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam 
Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “Pemidanaan 
orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur 
(analisis pasal 128 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 
2009 tentang narkotika).” Skripsi ini menjelaskan tentang 
sanksi bagi orang tua yang mengetahui anaknya (anak 
dibawah umur) menjadi pecandu narkotika, namun orang tua 
tidak melaporkan ke pihak yang berwajib dan lalai dalam 
menjalankan tugas sebagai orang tua, yaitu mendidik 
anaknya dengan baik. Sumber data yang digunakan adalah 
penelitian pustaka (Library research). Sumber utama dari 




Skripsi karya Mujiono NR, mahasiswa fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 
yang berjudul “Menyuruhlakukan tindak pidana  narkotika 
terhadap anak di bawah umur (analisis hukum pidana islam 
terhadap pasal 87 UU No. 22 tahun 1997 tentang 
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Tegar Djaya Rezeqi, Pemidanaan orang tua atau wali dari 
pecandu narkotika di bawah umur (analisis pasal 128 ayat (1) 
undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika), Jurusan 




narkotika).” Skripsi ini menjelaskan bahwa narkotika 
diqiyaskan sebagai khamr, jadi orang yang menggunakan 
narkotika mendapat sanksi cambuk 80 kali menurut imam 
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sedang menurut Imam 
Syafi‟ dan Imam Ahmad mendapat hukuman 40 kali 
cambuk, bisa pula di tambah baban 40 kali cambuk sebagai 
hukuman tak‟zir. Semua bergantung pada Imam yang 
memberi hukuman. Namun disini tindak pidana yang 
dilakukan adalah menyuruh lakukan anak di bawah umur  
untuk menggunakan narkotika perbuatan ini termasuk dalam 
turut berbuat tidak langsung maka pelaku di dapat di 
kenakan hukuman hadd, namun dapat di berikan hukaman 
ta‟zir. Jenis penelitian ini termasuk jenis kepustakaan 
(Library research).  Sumber utamanya yaitu UU No.22 
Tahun 1997 Pasal 87 tentang narkotika.
23
 
Skripsi karya Angga Paramitra, mahasiswa fakultas 
Hukum program studi Ilmu Hukum Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya 
berjudul “Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku 
tindak pidana narkotika dan psikotropika di pengadilan 
                                                          
23
 Mujiono NR, Menyuruhlakukan tindak pidana  narkotika 
terhadap anak di bawah umur (analisis hukum pidana islam 
terhadap pasal 87 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika), 
Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 
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negeri Surabaya.” Skripsi ini menjelaskan bahwa 
penanganan perkara anak, yang melakukan tindak pidana  
menyalahgunakan narkotika, maka hakim berpedoman pada 
UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak dan  Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 
mengutamakan perlindungan anak dalam proses peradilan. 
Maka sanksi yang di berikan untuk anak harus sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan anak juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Narkotika.24 
Jurnal karya Jimmy Simangungsong, mahasiswa 
fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Maritim Raja Ali 
Haji TanjungPinang, yang berjudul “Penyalahgunaan 
Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan 
Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang).” Jurnal ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor yang dominan 
penyalahgunaan narkotika bagi remaja. Jenis penelitian yang 
di gunakan yaitu penelitian kualitatif sedangkan analisis data 
menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
                                                          
24
Angga Paramitra, Penerapan sanksi pidana terhadap anak 
pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di pengadilan 
negeri Surabaya, Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya. 
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menunjukkan bahwa faktor penyalahgunaan narkotika 
disebabkan faktor pergaulan, ini di dasarkan dari hasil 
wawancara secara langsung dengan informan.
25
 
Jurnal karya Fransiska Novita Eleanora, FH 
Universitas MPU Tantular Jakarta, yang berjudul “Bahaya 
Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan 
penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”. Hasil dari 
penelitian ini adalah adanya peningkatan dalam 
penyalahgunaan narkoba secara tajam disebabkan belum ada 




Jurnal al-ahkam, karya Siti Kasiyati, fakultas Syari‟ah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berjudul “ 
Problema Perlindungan anak berhadapan dengan Hukum di 
Indonesi (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM 
PimpinanWilayah „Aisyiyah JawaTengah).” Jurnal ini berisi 
tentang problem anak yang kompleks. Dan berisi tentang 
                                                          
25
Jimmy Simangungsong, Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan 
Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota 
Tanjungpinang), mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik 
Universitas Maritim Raja Ali Haji TanjungPinang 
26
Fransisika Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba 
serta Usaha Pencegahan dan penanggulangannya (Suatu Tinjauan 
Teoritis), FH Universitas MPU Tantular Jakarta 
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pendampingan dan advokasi dalam menyelesaikan anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
27
 
Jurnal Al- Ahkam, Rr. Sugiharti, Undang-Undang 
Peradilan Anak dalam Kajian Teori Hukum, Fakultas 
Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang, jurnal ini berisi tentang 
penanganan khusus untuk anak yang melakukan tidak 
pidana yang perlu di ingat untuk perumusan UU Peradilan 
Anak. Tuntutan dari anak yang melakukan tidak pidana 
separuh dari tuntutan orang dewasa. Peradilan anak 
dilakukan di Peradilan Umum.
28
 
Kesembilan penelitian di atas belum ada yang 
membahas tentang”Perlindungan terhadap tindak pidana 
pengguna narkoba di bawah umur (studi kasus YLBH Putra 
Nusantara Kendal)” jadi skripsi ini belum pernah di buat. 
Sekripsi ini yang  pertama akan menggambarkan tentang 
perlindungan anak pengguna narkoba, yang dilakukan YLBH 
Putra Nusantara, dan yang kedua skripsi ini akan menganalisis 
                                                          
27
Siti Kasiyati, Problema Perlindungan anak berhadapan dengan 
Hukum di Indonesi (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM 
PimpinanWilayah „Aisyiyah JawaTengah), fakultas Syari‟ah Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta 
28
 Rr. Sugiharti, Undang-Undang Peradilan Anak dalam Kajian 
Teori Hukum, Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang, h. 74 
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hukum Islam, terhadap perlindungan anak  pengguna narkoba 
yang dilakukan YLBH Putra Nusantara. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah 
agar mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 
tertentu.
29
 Penulis menggunakan beberapa metode, 
diantaranya: 
1. Pendekatan penelitian 
Pendekatan yang penulis  pakai untuk penelitian yakni 
normatif empiris, penelitian normatif ialah penelitian 
yang menggunakan undang-undang atau peraturan 
yang berlaku. Sedangkan penelitian empiris 
merupakan pengalaman keseharian manusia, menurut 
bahasa paling elementer disebut fakta atau 
kenyataan.
30
Penulis meneliti kenyataan yang ada di  
YLBH Putra Nusantara Kendal. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan terbagi 
menjadi dua, seperti dalam buku “Metodologi 
                                                          
29
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 
Bandung: Alfabeta, 2013, h. 3 
30
NoengMuhadjir, Metodologi Keilmuan, Paradigma Kualitatif, 
Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta: Rake Sarasin Yogyakarta 
Indonesia, 2007, hlm. 1 
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Penelitian hukum normatif” karya Prof. Dr. I Made 
Pasek Diantha, S.H., M.S. diantaranya: 
a) Metode penelitian hukum normatif yang meneliti 
hukum dari perspektif internal dengan objek 
penelitiannya adalah norma hukum. 
b) Metode penelitian hukum empiris yang meneliti 
hukum dari perspektif eksternal dengan objek 




Disini penulis mengambil jenis penelitian yang ke dua, 
yaitu metode penelitian hukum empiris, yang mana 
penulis meneliti kejadian dilapangan sesuai dengan 
hukum normative atau tidak. 
3. Sumber data 
Sumber data yang penulis gunakan ada 2 yaitu: 
a) Sumber data primer 
Sumber data primer adalah cara untuk mendapatkan 
sumber secara langsung dilokasi yang diteliti (tidak 
                                                          
31
 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 
Jakarta: Prenada Media Group, 2016 
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dengan pelantara atau pihak kedua)
32
 data ini di 
peroleh langsung dari YLBH Putra Nusantara 
Kendal, baik dari ketua mau pun yang mewakilinya 
dan pelaku pengguna narkoba. 
b) Sumber data Sekunder 
Sumber data Sekunder adalah sumber data yang di 
peroleh dari penelitian secara tidak langsung yaitu 
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 
pihak lain)
33
 baik berbentuk buku maupun undang-
undang yang dapat mendukung penulisan ini. 
4. Bahan Hukum   
Bahan hukum  yang penulis gunakan untuk penelitian 
ada 3 yaitu: 
a)  Bahan hukum primer  
Merupakan bahan hukum yang mengikat, termasuk 
UUD 1945, UU dan yang lainya.
34
 Untuk bahan 
hukum penulis mengkaji undang-undang No. 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ini di 
                                                          
32
Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, Metodelogi penelitian 
pendekatan praktik dalam penelitian, yogyakarta:CV Andi Offset, 
2010, h. 171 
33
 Muchammad Fauzi, Metode penelitian Kualitatif, 
Semarang:Walisongo Press, 2009 
34
Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian 
Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 31 
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laksanakan dengan cara studi kasus di YLBH Putra 
Nusantara Kendal. 
b) Bahan hukum sekunder 
Merupakan bahan yang memberikan penjelasan 
menyangkut bahan hukum primer, beberapa 
diantaranya, RUU, hasil penelitian sebelumnya dan 
yang lainya.
35
 Penulis menggunakan hasil 
penelitian sebelumnya baik buku, jurnal, arsip 
maupun yang lainnya. 
c) Bahan hukum tersier 
Bahan yang memberikan petunjuk baik bahan 




5. Tekhnik pengumpulan data 
Data dikumpulkan dengan beberapa cara, diantaranya: 
a) Observasi 
Tujuan dari observasi yaitu agar dapat 
mendeskripsikan setting, keadaan yang terjadi, 
orang yang ikut serta dalam kegiatan, waktu 
kegiatan dan makna yang diamati dari peristiwa 
                                                          
35
 Ibid,. h.32 
36





Observasi atau pengamatan 
merupakan metode dengan cara mengumpulkan 
data yang di pakai untuk menghimpun data 
penelitian baik dengan mengamati maupun dengan 
pancaindra.
38
 Pengamatan dalam penelitian ilmiah 
di wajibkan harus memenuhi syarat yang telah di 
tentukan (validitas dan reliabilitas), itu akan 





Wawancara adalah tekhnik pengumpulan data 
dalam metode survei dengan menggunakan 
pertanyaan lisan kepada subyek yang diteliti.
40
 
Wawancara dipakai guna mendapatkan informasi 
yang tidak didapat dari  apa yang di amati.
41
 Penulis 
menggunakan wawancara berencana (standardized 
interview), merupakan wawancara dengan 
membawa daftar pertanyaan yang di buat 
                                                          
37
 Burhan Ashofa,. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka 
Cipta, 2013, h.58 
38
M. Burhanan Bungin, S.sos., M.Si., Penelitian 
Kualitatif:Komunikasi, Ekonomi, Kebijakkan Publik, dan Ilmu Sosial 
Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada media Group cet. 5, 2011, h. 118 
39
Amiruddin dan. Zainal Asikin, opc.it h. 72 
40
Etta Mamang Sangadji dan. Sopiah, op.cit  h. 171 
41





 Didini penulis menyiapkan daftar 
pertanyaan untuk wawancara dengan pemimpin 
atau pegawai YLBH Putra Nusantara Kendal yang 
menyangkut apa yang di teliti penulis. 
c) Studi Dokumentasi 
Studi dokumentasi merupakan salah satu metode 
pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat 
atau dokumen-dokumen tersebut dianalisis yang di 
buat oleh subjek sendiri atau dibuat orang lain yang 
membahas tentang subjek tersebut.
43
 
6. Analisis data 
Analisis merupakan bagian dari proses pelelitian yang 
sangatlah  penting. Dalam menganalisis data penulis 
memakai analisis kualitatif.
44
 Penelitian kualitatif 
adalah suatu strategi inquiry yang menekankan 
pencairan makna, pengertian, konsep, karakteristik, 
gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu 
fenomena: fokus dan multimetode, bersifat alami dan 
holistik; yang diutakan adalah kualitas, memakai 
                                                          
42
Amiruddin dan. Zainal Asikin, op.cit, h.  84 
43
 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-
ilmu sosial, jakarta: Salemba Humanika cet. Ketiga, 2012 
44
 . P. Joko Subagyo,., Metode Penelitian dalam Teori dan 




beberapa cara, serta Penyajiannya secara narratif. 
Kesimpulanya tujuan penelitian kualitatif adalah agar 
jawaban dapat di temukan  dari suatu fenomena atau 
pertannyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara 
sistematis dengan memakia pendekatan kualitatif.
45
 
Menurut buku metodologi penelitian kulitatif untuk 
ilmu-ilmu sosial karya Haris Hendiansyah bahwa 
Creswell(1994) berpendapat ada beberapa langkah 
untuk menganalisis data kualitatif yaitu: 
1) Analisis data kualitatif dapat dilakukan secara 
simultan dengan proses pengumpulan data, 
interpretasi data, dan penulisan narratif lainnya.  
2) Proses analisis data kualitatif yang telah dilakukan  
berdasar pada proses reduksi data (data reduction) 
dan interpretasi (interpretation) 
3) Mengubah data hasil reduksi ke dalam bentuk 
matriks 
4) Mengidentifikasi prosedur pengodean (coding) 
digunakan dalam mereduksi informasi ke dalam 
tema-tema atau kategori-kategori yang ada. 
                                                          
45
 . A. Muri Yusuf,., Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & 
Penelitian gabungan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014,h. 329 
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5) Hasil analisis data yang telah melewati prosedur 
reduksi yang telah diubah menjadi bentuk matriks 
yang telah diberikode (coding), selanjutnya 
disesuaikan dengan model kualitatif yang dipilih.
46
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam 
penulisan, maka penulis membagi menjadi 5 bab dalam 
sistematika penulisan, diantaranya: 
Bab pertama yaitu pendahuluan, pendahuluan inidi 
dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat dari penelitian itu sendiri, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi. 
Bab kedua berisi landasan teori yaitu konsep umum 
mengenai hukum tindak pidana pengguna narkoba baik 
dalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku di 
Indonesia. 
Bab ketiga gambaran umum YLBH putra Nusantara 
Kendal dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana 
pengguna narkoba di bawah umur di YLBH Putra 
Nusantara. 
                                                          
46
Haris Herdiansyah, op.cit h. 161-163 
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Bab keempat mengenai analisis hukum Islam terhadap 
perlindungan anak pengguna narkoba di bawah umur di 
YLBH Putra Nusantara Kendal 
Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran. 
Mengenai perlindungan terhadap tindak pidana pengguna 













ANCAMAN PEMIDANAAN MENURUT HUKUM  
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM SERTA 
PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM 
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM 
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengguna Narkoba 
1. Pengertian Tindak Pidana Narkoba menurut Hukum 
Positif 
Menurut bahasa inggris narkoba berasal dari kata 
narcose atau narcosis memiliki arti menidurkan dan 
membius. Menurut bahasa Yunani, dari kata narke atau 
narkam, artinya terbius yaitu orang yang memakai barang 
tersebut tidak merasakan apa-apa.
1
 
Jurnal karya Iskandar Zulkarnain yang berjudul 
“Sistem Pendeteksi Penyalahgunaan Narkoba 
Menggunakan Jaringan Syaraf  Tiruan Model 
Backpropagation” narkoba adalah singkatan dari 
narkotika dan obat-obatan yang berbahaya. Selain 
narkoba istilah yang di perkenalkan oleh Departemen 
                                                          
1 Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba 
serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya  (Suatu Tinjauan 
Teoritis),  FH Universitas MPU Tantular Jakarta, h. 441 
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Kesehatan Republik Indonesia yaitu napsa, terdiri dari 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif.
2
 
Jadi bisa dikatakan bahwa narkoba adalah zat yang 
digunakan dengan cara di biuskan ketubuh, berefek 
menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit dan 
termasuk dalam kategori zat yang berbahaya, terdiri dari 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang di singkat 
menjadi napza. 
Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika 
Pasal 1 ayat (1), berbunyi: 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun 
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 




                                                          
2
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Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
pengguna memiliki arti orang yang menggunakan
4
.  
Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
menerangkan: Penyalah guna yaitu adalah orang yang 




Di dalam Undang-undang Narkotika pasal 5 No. 
35 Tahun 2009 menggolongan ada tiga golongan 
narkotika yaitu: 
a. Narkotika Golongan I 
b. Narkotika Golongan II 
c. Narkotika golongan III 
Sesuai dengan pasal 2 ayat 2.
6
 
Penjelasan dari narkotika di atas: 
a. Narkotika Golongan I merupakan narkotika di 
gunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
narkotika ini tidak dapat digunakan untuk terapi, dan 
memiliki potensi tinggi dapat menimbulkan 
ketergantungan. 
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b. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang 
memiliki khasiat pengobatan, namun pengobatan ini 
merupakan pilihan terakhir,  narkotika di gunakan 
sebagai terapi dan dapat mengembangkan ilmu 
pengetahuan serta memiliki potensi tinggi yang 
menimbulkan ketergantungan. 
c. Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang 
memiliki khasiat pengobatan dan sering dipakai 
sebagai terapi dan/atau  sebagai tujuan pengembangan 
suatu ilmu pengetahuan dan narkotika ini memiliki 




2. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana narkoba menurut 
Hukum Indonesia 
Sanksi bagi tindak pidana narkotika di atur dalam 
undang-undang  nomor 35 tahun 2009, yaitu: 
Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai 
berikut: 
1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
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dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah) 
2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, 
menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 
bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 
20 (dua puluh)tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga) 
Pasal 117 UU No.35 tahun 2009 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotikan Golongan II, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan 




2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, 
menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama15 (lima belas) tahun dan pidana denda 




Pasal 122 No.35 tahun 2009 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 
7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp400.000.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) 
2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, 
menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan  
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 
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maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga) 
 
UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1), menyatakan: 
Psikotropi adalah zat atau obat, baik alamiah 
maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat 
psikoaktif melalui pengaruh seleksi aktif  pada susunan 
saraf  pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 
aktivitas mental dan perilaku. 
Di dalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa  
psikotropika yang dapat mengakibatkan ketergantuan di 
bagi menjadi beberapa golongan, yaitu: 
a. Psikotropika golongan I 
b. Psikotropika golongan II 
c. Psikotropika golongan III 
d. Psikotropika golongan IV9 
Penjelasan dari beberapa golongan psikotropika 
diatas sebagai berikut: 
a) Psikotropika golongan I digunakan sebagai ilmu 
pengetahuan dan bukan untuk terapi, serta potensi 
ketergantuangannya sangatlah kuat. 
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b) Psikotropika golongan II memiliki khasiat dalam 
pengobatan dan digunakan untuk terapi, dan/atau 
digunakan sebagai ilmu pengetahuan serta potensi 
ketergantuangannya sangatlah kuat. 
c) Psikotropika golongan III  memiliki khasiat untuk 
pengobatan dan banyak yang mengunakannya untuk 
terapi, dan/atau bertujuan sebagai ilmu pengetahuan 
serta potensinya sedang dalam menimbulkan 
ketergantungan. 
d) Psikotropika golongan IV memiliki khasiat sebagai 
pengobatan dan digunakan sangat luas untuk terapi 
dan/atau dengan tujuan sebagai ilmu pengetahuan serta 




Sanksi bagi pengguna psikotropika terdapat pada 
pasal 59 ayat 1, berbunyi sebagai berikut: 
Barang siapa menggunakan psikotropika golongan 
I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), yang berbunyi, 
Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk 
tujuan ilmu pengetahuan. Dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun,paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
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Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan 




Terdapat pula dalam pasal 62, berbunyi: 
Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, 
menyimpan, dan/atau membawapsikotropika dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 




B. Tinjauan Islam terhadap Tindak Pidana Pengguna 
Narkoba 
Hudud adalah jamak (plural)  dari kata hadd yang 
artinya batas. Menurut etomologi, hudud adalah larangan. 
Sedangkan menurut terminologi, hudud yaitu hukuman yang 
sudah di tentukan dan ditetapkan oleh Allah yang berada di 
dalam Al-Qur‟an dan hadits. Hukuman hudud merupakan 
hak Allah, yang tidak dapat ditukar maupun diganti dan 
tidak di perbolehkan di ubah hukum yang telah di tentukan 
ini. Hukuman hudud tidak dapat dimaafkan oleh siapapun. 
Siapapun yang melanggar aturan Allah, mereka disebut 
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orang-orang yang zalim. Allah berfirman dalam surah al-
Baqarah (2) ayat 229
13
, yaitu: 
                 
“Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah 
mereka Itulah orang-orang yang zalim.” 
Salah satu yang termasuk dalam hukum hudud yaitu 
Minum minuman keras.
14
 Penulis akan membahas minum 
minuman keras, sebagai berikut: Khamr berasal dari kata 
khamara- yakmhuru atau yakhmiru- khamran. Menurut 
etimologi artinya tertutup, terhalang maupun tersembunyi. 
Menurut kebanyakkan para ulama khamr merupakan suatu 
minuman  di dalam nya terdapat bahan / zat yang dapat 
mengakibatkan seseorang menjadi mabuk.
15
 Di dasarkan 
pada firman Allah surah al-Maa‟idah ayat 90 : 
                     
                  
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“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 
agar kamu mendapat keberuntungan.”  
Di dalam surat Al Baqarah ayat 219 juga menerangkan 
tentang larangan meminum khamar, yaitu 
                 
                  
                 
       
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar 
dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya 
lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya 
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " 
yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah 





Menurut imam Abu Hanafi dan Imam Malik  hukuman 
bagi peminum khamr 80 kali dera, sedangkan menurut Imam 
Syafi‟i 40 kali dera namun dapat menjadi 80 kali dera, yang 
40 kali dera hukuman perbuatannya melakukan zina dan 40 
kali deranya sebagai hukuman ta‟zir. 16 
Sedangkan di dalam hadits menerangkan sebagai 
berikut: 
 ٍَرفْعَج ُهْب ُذ َّمَحُم َاَىث َّذَح َلاَاق ٍرا ََّشب ُهْب ُذ َّمَحُمَو ىََّىثُمْنا ُهْب ُذ َّمَحُم َاَىث َّذَح
 ىَّهَص َِّيبَّىناََّوأ ٍِكناَم ِهْب َِسَوأ ْهَع ُث ِّذَُحي ُةَدَاَتق ُتْعِمَس َلَاق َُتبْعُش َاَىث َّذَح
 ِهَْيت َذْي ِرَِجب ُيََذهََجف َرْمَخْنا ضَضبِرَش َْذق ٍمُجَِرب َِيُتأ َمَّهَس َو ًِ َْيهَع ُ َّاللَّ
 َهْيَِعبَْرأ  ََْحو . َلَاَقف َساَّىنا َراََشتْسا ُرَمُع َناَك ا ََّمَهف ٍرَْكب  َُبأ ًَُهََعفَو َلَاق
 ُرَمُع ًِ ِب َرََم َف َهِْيواََمث ِدوُذُحنا َّ  ََأ ِهَمْح َّرنا ُذْبَع 
“Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin  
asyasyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya 
berkata, Muhammad bin Ja’far telah memberitahukan 
kepada kami, Syu’bah telah memberitahukan kepada 
kami, ia berkata, Aku mendengar Qatadah telah 
memberitahukan hadits dari Anas bin Malik, bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangkan kepadanya 
seorang laki-laki yang meminum khamar. Maka beliau 
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mencambuknya dengan dua pelepah kurmasebanyak 
kurang lebih empat puluh kali. Perawi berkata,”Hukuman 
sebanyak ini juga dilaksanakan oleh Abu Bakar. 
KetikaUmar (menjadi khalifah), maka ia meminta 
pertimbangan para Sahabat. Abdurrahman bin Auf 
berkata, “Hukuman had (dalam Al-Qur’an) yang paling 
ringan adalah delapan puluh kali cambukan.” Maka 
Umar pun memerintahkan untuk melaksanakan 80 kali 




 Dari sudut pandangan ulama, mengonsumsi segala 
sesuatu yang berbentuk cairan maupun padat, baik 
mengandung unsur tertentu maupun ukuran tertentu,  yang 
dapat merusak akal, dihukumi haram. Baik orang tersebut 
mabuk atau tidak, dan meminum sedikit atau banyak. Baik 
itu alkohol, narkotika termasuk psikotropika semua itu yang 
disebut sebagai narkoba yang dihukumi haram.
19
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Di dalam ilmu Qowa‟id fiqiyah terdapat kaidah-kaidah 
hukum Islam salah satunya yang menerangkan tentang 
kemadaratan  itu harus dihilangkan yaitu:   ُلا َُيُرَر َّضَنا 
 Dasar kaidah: 
Tendapat dalam surat  al-A‟raf ayat 56,yaitu: 
           
Artinya: 
“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah) memperbaikinya.” 
Surat AlQashash ayat 77 
                     
Artinya: 
“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan.” 
 Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, al 
Daruquthni, al Hakim, al baihaqi, Imam Malik,  dari „umar 
Ibn Yahya dari Ayahnya dari Nabi Muhammad saw:
20
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 ًيهع اللَّ قاش قاش همو اللَّ يراضراض هم رارضلاوررََضلا 
(يريغو مكاحنا ياور)  
Artinya: 
“Tidak boleh memadaratkan  diri sendiri dan orang lain, 
siapa yang memadaratkan (orang lain),  Allah akan 
memadaratkannya. Siapa yang menyulitkan (orang lain), 
Allah akan menyulitkannya” 
 Menurut pendapat al-Syatibi (w.790 H), hadits (la 
dharar wa dhirar) salah satu dalil dhani (tidak pasti), namun 
memiliki makna yang mengandung dalil qat‟iy (pasti). Islam 
mengharamkan ummatnya untuk melakukan segala tindakan 
yang dapat memadaratkan diri sendiri atau orang lain. Di 
dalam “Ilmu Qawa‟id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum 
Islam”, karya Ade Dedi Rohayana. Al-Syatibi berkata 
(w.790H), “Islam melarang seseorang membunuh jiwa, 
merusak akal, mengganggu keturunan, merusak harta, 
mengganggu kehormatan, melakukan gasab dan 
penganiayaan, Serta Setiap perbuatan yang memadaratkan 
diri sendiri maupun prang lain.”21  
C. Perlindungan anak menurut hukum Positif dan hukum 
Islam 
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Di dalam buku karya Bambang Waluyo yang berjudul 
viktimologi perlindungan korban & saksi yang di maksud 
dengan perlindungan dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 2006 
adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 
untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ korban yang 




1. Perlindungan anak menurut hukum Positif 
I. Pengertian anak dan batas usia anak 
Di dalam undang-undang 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak 
“adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, 
yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat 
sebagai manusia seutuhnya.”23 Selain itu pada Pasal 1 
angka 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak,berbunyi ”Anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 
pernah kawin” 
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Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak menyatakan:  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan.”24 
Di dalam KUHP  tidak merumuskan secara tepat 
tentang pengertian anak, namun dapat di temukan 
dalam Pasal 45 yaitu:  
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut 
karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya 
belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan 
supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang 
tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak 
dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan 
supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah 
dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika 
perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu 
pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 
490,492, 497,503-505, 514, 517-519, 526, 536 dan 
540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua 
tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan 
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 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak  Di Indonesia, 
Jakarta Timur, Sinar Grafik, 2016, h.10-12 
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dia  melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu 
kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah.”25 
II. Perlindungan anak yang terdapat dalam UU No. 35 
tahun 2014  
Terdapat dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, 
berbunyi: 
“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga 
negara lainnya berkewajuban dan bertanggung jawab 
untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak 
yang berhadapan dengan hukum.”26 
Pasal 59 ayat (2) huruf e, berbunyi: 
“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga 
negara lainnya berkewajuban dan bertanggung jawab 
untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak 
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya” 
Pasal 64 yang berbunyi: 
“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan 
dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 
ayat (2) huruf b dilakukan melalui: 
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Nashriana, Perlindungan Hukum Pidanabagi Anak di 
Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada cet 2, 2012,h. 3-4 
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 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, op.cit, h.73 
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a. Perlakuan secara manusiawi dengan 
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 
b. Pemisahan dari orang dewasa; 
c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara 
efektif; 
d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional; 
e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau 
perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta 
mmerendahkan martabat dan derajatnya; 
f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati 
dan/atau pidana seumur hidup; 
g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau 
penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang paling singkat;
27
 
h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang 
objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutub 
untuk umum; 
i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; 
j. Pemberian pendamping Orang Tua/ Wali dan 
orang yang dipercaya oleh Anak; 
k. Pemberian Advokasi sosial; 
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l. Pemberian kehidupan pribadi; 
m. Pemberian aksesibilitas,terutama bagi Anak 
Penyandang Disabilitas; 
n. Pemberian pendidikan; 
o. Pemberian pelayanan kesehatan; 
p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal 67 berbunyi sebagai berikut: 
“Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi 
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak 
terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan 
melalui upaya pengawasan,pencegahan, perawatan, 
dan rehabilitasi.”28 
Sedangkan pengertian perlindungan anak di 
dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan  
Anak pasal 1 ayat (2) berbunyi: 
 “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar 
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 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 




dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.”29 
Sesuai dengan Pasal 64 huruf c yaitu adanya 
bantuan memberikan bantuan hukum dan bantuan 
lainnya secara efektif kepada anak yang berhadapan 
dengan hukum, penulis akan sedikit memaparkan 
tentang bantuan hukum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) 
UU No.16 tahun 2011 tetang Bantuan Hukum,  
menyatakan: 
“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan 
oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma 
kepada Penerima Bantuan Hukum.” 
Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum 
diantaranya: 
1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima 
Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses 
keadilan; 
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2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga 
Negara sesuai dengan prinsip persamaan 
kedudukan di dalam hukum; 
3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan 
Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh 
wilayaj Negara Republik Indonesia; dan 
4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan 
dapat di pertanggung jawabkan. 
Yang mendapat bantuan hukum diantaranya 
sesuai dengan pasal 4, yaitu: 
“(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima 
Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. 
 (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan 
tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. 
(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, 
mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan 
hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima 
Bantuan Hukum.”30 
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 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. 
49 
 
Hak- hak yang perlu di perjuangkan untuk anak 
diantaranya sebagai berikut: 
1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti 
bersalah 
2) Hak mendapat perlindungan dari segala tindakan 
yang merugikan, yang dapat menimbulkan 
penderitaan fisik, mental dan social 
3) Hak memperoleh pendamping dari penasehat 
hukum 
4) Hak anak memperoleh fasilitas transfort serta 
penyuluhan dalam ikut serta memperlancar 
pemeriksaan 
5) Hak agar anak dapat menyatakan pendapat 
6) Hak persidangan tertutup demi kepentingan anak 
7) Hak mendapat pembinaaan yang manusiawi sesuai 
dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
dan ide pemasyarakatan 
8) Diusahakan peradilan tidak ditangguhkan, 








III. Penghapusan Pidana terhadap tindak pidana di bawah 
umur 
Alasan atau dasar penghapusan pidana yang 
dilarang dan diancam oleh UU Pidana (KUHP), 
namun tidak dapat di hukum, disebabkan: 
1. Orangnya tidak dapat di persalahkan 
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang 
melawan hukum. 
Menurut M.v.T ada 2 (dua) alasan yaitu: 
Pertama, alasan tidak dapat dipertanggung 
jawabkannya seseorang yang terletak pada orang 
tersebut (inwendig), yaitu: 
1) Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau 
terganggu karena sakit; (Pasal 44 KUHP) 
2) Umur masih muda (mengenai umur yang masih 
muda ini di Indonesia dan juga di negeri Belanda 
sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan 
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 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika 
Aditama cet. 2, 2008, h. 71 
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Kedua, Alasan tidak dapat dipertanggung 
jawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu 
(uitwendig), yaitu: 
1) Daya Paksa atau overmacht (Pasal 48); 
2) Pembelaan terpaksa atau noodweer (Pasal 249); 
3) Melaksanakan Undang-undang (Pasal 50); 
4) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal51);33 
3. Perlindungan menurut hukum Islam 
Perlindungan di dalam Islam di bagi menjadi 
5 (lima), salah satunya adalah perlindungan terhadap 
akal 
Akal merupakan sumber pengetahuan. dengan 
adanya akal manusia menjadi sempurna, mulia dan 
dan mempunyai perbedaan dengan makhluk lain yang 
Allah ciptakan di dunia, firman Allah  
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 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah memahami 
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                  
             
      
“ Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 
Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, 
Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami 
lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna 
atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 
ciptakan.”(Qs.Al-Isra (170:70)34 
Dalam suatu cerita   yang penulis ambil dari 
karya Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dengan 
penerjemah Khikmawati(Kuwais) yang berjudul 
“Maqashid Syariah”,  Aisyah bertanya kepada 
Rasulullah saw. yaitu: 
“Wahai  Rasulullah, dengan apakah manusia bisa 
menjadi unggul di dunia?” Rasulullah saw. menjawab, 
“Dengan akal” “Sedang di akhirat? “Dengan akal” 
                                                          
34
 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar,  Khikmawati(Kuwais),  
Maqashid Syari‟ah, Jakarta: AMZAH cet 3, 2013 h.91 
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Setelah itu, Aisyah menambahkan, “Dan dengan 
apa yang menjadi balasan atas amal mereka?” 
Rasulullah saw. bersabda: 
“Tidaklah mereka mengetahui melainkan sesuai kadar 
akal yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Maka 
sesuai kadar akal yang dikaruniakan kepadanya amal 
mereka, dan sesuai dengan kadar amal merekalah 
mereka diganjar” 
 Akal bernama لقع (ikatan) sebab akal dapat 
mengikat dan mencegah untuk melaksanakan suatu 
keburukan dan kemungkaran. Oleh sebab itu, agama 
Islam memerintahkan umatnya agar menjaga akal 
mereka.
35
 Menjaga dan Melindungi akal dapat 
terlaksana apabila orang yang memiliki akal tersebut, 
melindungi atau pun menjaga akal dari ujian dan 
bencana yang dapat melemahkan dan merusak, 
maupun dapat menjadikan pemilik akal tersebut 
sebagai penjahat serta dianggap sampah masyarakat. 
Dalam melawan dan mencegah kejahatan, agama 
Islam mempunyai hak atas akal yaitu membebankan 
sanksi bagi pelanggar atas faktor perlindungan 
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terhadap akal. Maka dari itu, Islam memberikan sanksi 
atas peminum khamr maupun pengguna obat yang 
terlarang berbagai jenis atau berbentuk apapun, dan 
atas nama maupun ciri apa pun.
36
 
Di dalam hukum Islam terdapat sebab-sebab 
hapusnya suatu hukuman salah satu diantaranya adalah 
di bawah umur. Di dalam hukum Islam, pertanggung 
jawaban pidana menyangkut dua hal, yakni 
kemampuan untuk berpikir (idrak) dan pilihan 
(ikhtiar). 
37
 oleh sebab itu kedudukan anak berbeda-
beda sesuai masa yang di laluinya, berawal dari dia 
dilahirkan sampai memiliki kedua perkara di atas. Dan 
hasil dari Penyelidikan para ulama menjelaskan 3 
masa, yaitu: 
1) Masa Tidak Adanya Kempuan Berpikir 
Mulai dari dilahirkan sampai usia tujuh tahun, di 
usia ini, anak dianggap tidak memiliki kemampuan 
berpikir”anak belum tamziz”. Menurut para ulama, 
ukuran anak belum tamziz ialah ukuran 
kemampuan berpikir kebanyakan orang dan tidak 
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 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana 
IslamFikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika cet. 2, 2006, h.134 
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berdasarkan perorangan. Namun, anak tetap di 
berikan pertanggung jawaban perdata, yakni 
memberikan ganti rugi terhadap kerugian orang lain 
dengan harta pribadi anak. 
38
 
2) Masa Kemampuan berpikir lemah 
Masa  berawal anak berusia tujuh tahun hingga 
berusia dewasa (baligh). Kebanyaknya ulama 
membatasinya yaitu anak berusia lima belas tahun. 
Anak sudah dianggap dewssa ketika berusia lima 
belas tahun, walaupun anak tersebut belum dewasa 
dalam arti yang sesungguhnya. Sedangkan menurut 
imam Abu Hanafi  anak mencapai dewasa ketika 
berusia delapan belas tahun, dan menurut satu 
riwayat berusia sembilan belas tahun. Yang 
terkenal dari pendapat mahzhab Maliki sesuai 
dengan imam Abu Hanifah. 
Dan ketika masa itu anak tidak di kenakan 
pertanggungjawaban pidana  terhadap jarimah yang 
dilakukannya. Namun, anak mendapatkan hukuman 
pengajaran atas apa yang dilakukannya. Ini pun 
dianggap sebagai hukuman, namun bukan hukuman 
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 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta:PT. 
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pidana, tapi hukuman pengajaran. Walaupun anak-
anak berulangkali melakukan tindakan yang sama 
ini dan dijatuhi hukuman yang sama, anak tersebut 
tidak dianggap melakukan tindak pidana 
pengulangan (residivist). Dan anak tetap mendapat 
pertanggungjawaban perdata atas apa yang 
dilakukannya yang mana merugikan orang lain.
39
 
3) Masa Kemapuan Berpikir Penuh 
Masa ini bermula dari anak berusia lebih dari lima 
belas tahun atau delapan belas tahun sesuai dengan 
perbedaan pendapat para ulama. Pada usia ini anak 
dikatakan usia kecerdikan (sinnur-rusydi), di usia 
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PERLINDUNGAN HUKUM YANG DI BERIKAN 
YAYASAN LEMBAGA PUTRA NUSANTARA 
KENDAL KEPADA ANAK PENGGUNA NARKOBA 
A. Gambaran Umum mengenai Yayasan lembaga Bantuan 
Hukum Putra Nusantara Kendal 
1. Sejarah singkat berdirinya Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra  
Nusantara Kendal adalah salah satu cabang dari lembaga 
bantuan hukum Nusantara semarang, yang pusatnya  
beralamat di Jl. Telogosari Semarang, didirikan pada 
tahun 2008.  Cabang kantornya beralamat di Jl. Soekarno 
Hatta Km. 3 Perumda Kendal, Provinsi Jawa Tengah. 
Lembaga ini didirikan oleh Saroji, SH. MH., Ali Rozikin, 
SH. MH., H.M. Tri Djoko SW, Radar Asia, dan kawan-
kawan. Lembaga ini resmi didirikan pada tanggal 25 juli 
2010 sesuai dengan surat Surat Keputusan No. 
014/KEP/LBHN/10.07 tentang Pembentukan Kantor 
Cabang LBH Nusantara di Kabupaten Kendal.  
Pada tanggal 18 Oktober 2012 mulai resmi berdiri 
sendiri dan lepas dari LBH Nusantara Semarang 
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berdasarkan akta No. 5 tanggal 31 Agustus 2012.
1
  Untuk 
memenuhi amanat Undang-Undang No. 16 tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM 
RI Yayasan lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra 
Nusantara melaksanakan verifikasi terhadap lembaga 
maupun organisasi bantuan hukum di seluruh daratan 
Indonesia. Dan terpenuhilah persyaratan menjadi 
lembaga bantuan hukum pada tahun 2013 yang 
menetapkan bahwa Yayasan Lembaga Hukum (YLBH) 
Putra Nusantara Kendal mendapat akreditasi C. 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH)  Putra 
Nusantara telah menangani berbagai kasus, baik kasus 
pidana maupun perdata di daerah sekitar Kendal. 
Lembaga ini memberikan bantuan hukum khususnya 
kepada orang-orang miskin yang berhadapan dengan 
hukum. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum(YLBH)  
Putra Nusantara memiki cabang didaerah Batang. 
Yayasan Lembaga bantuan hukum Putra Nusantara 
adalah yayasan yang didirikan untuk menyelengarakan 
bantuan hukum terhadap masyarakat dan warga negara 
Indonesia, didirikan berdasarkan akta notaris 31 Agustus 
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2012. Dengan Akta Nomor 5 yang telah terdaftar dalam 
register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 
W12-U22/12/HK..02/IX/2012 pada tanggal 25 September 
2012. Dewan Hukum: SK Menteri Hukum dan HAM RI 




2. Visi Misi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra 
Nusantara Kendal 
1) Visi 
Mewujudkan sistem hukum dan peradilan yang 
efektif, efisien, dan bertanggungjawab dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan 
kedudukan di depan hukum (Equility before the law). 
2) Misi 
a. Mendukung terwujudnya supremasi hukum dan 
penegakan hak asasi manusia. 
b. Menjamin dan memenuhi hak-hak masyarakat 
untuk mendapatkan akses keadilan. 
c. Melakukan advokasi hukum terhadap masyarakat. 
d. Memberikan layanan konsultasi hukum dan 
mempermudah akses hukum terhadap masyarakat. 
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3. Maksud dan Tujuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Putra Nusantara Kendal 
Maksud dan tujuan Lembaga adalah berusaha 
dalam bidang-bidang sosial-kemanusian, khususnya 
dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi 
masyarakat sehingga mampumenghayati hak dan 
kewajibannya; serta dalam rangka meningkatkan 
pemerataan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak 
asasi manusia, ketertiban serta kepastian hukum.
3
 
4. Kepengurusan  
Dewan Pembina  : H. M.Tri Joko SW 
         : Ali Rozikan, SH MH. 
Dewan Pengawas  : Basyarohman, Msi 
    : Bambang Sukendro, SE. Msi. 
Dewan Penasehat  : H. Prapto Utono, S.Sos, SH. 
: H. Ubaidillah, S.Ag, MH. 
Direktur   : H. Saroji, SH. MH. 
Wakil Direktur  : H. Suroto, SH. 
Sekretaris   : Dedek Noveandry, SH. 
Bendahara   : Bagus Kusumo, SH. 
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 Koordinator divisi-divisi : 
- Divisi Politik, Pemerintahan dan Hubungan Antar 
Lembaga : Boma Priya W, SH. 
- Divisi hukum dan Advokasi :  Hermono S, SH 
- Divisi Litbang dan Pengembangan SDM : Irwan Dwi S., 
SH. MH. 
- Divisi Perbankan, Koperasi, dan Finance :Tukiman, SE. 
SH. 
- Divisi Hak Manusia :  Ahmad Muzzaka, SH. 
- Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak: Hj. Ernawati, 
SH 
- Divisi Pemberantasan Korupsi: Agus Salim, SH. 
- Divisi Hubungan Isdustrial: Kusmanto, SH. 
- Divisi Pertahanan dan Lingkungan: Heri Agus N. M., 
S.Sy. 
- Divisi Perlindungan konsumen: Agus Santoso 
- Divisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Arga 
Indra W, SH. MH. 






5. Wewenang yang ada di dalam Yayasan lembaga Bantuan 
Hukum PutraNusantara Perangkat organisasi terdiri dari: 
a. Dewan Pendiri Yayasan dan Pembina Yayasan, 
wewenangnya sebagai berikut:  
a) Mengubah anggaran dasar 
b) Mengangkat dan memberhentikan anggota 




c) Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan 
Anggaran Dasar 
d) Mengesahkan program kerja dan rancangan 
anggaran tahunan yayasan yang disiapkan oleh 
Pengurus Pusat Yayasan. 
e) Mengesahkan laporan tahunan Yayasan. 
f) Menyetujui penggabungan atau pembubaran 
Yayasan 
b. Pengurus Pusat Yayasan, wewenangnya sebagai 
berikut: 
a) Pengurus Pusat Yayasan yang dalam hal ini 
dipimpin oleh Direktur pelaksanaan berwenang 
mewakili Yayasan, mengikat Yayasan dengan 
pihak lain serta sebaliknya dan ia berkuasa 
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menjalankan tindakan-tindakan pengurus dan 
pemilikan dalam lingkungan usaha-usaha Yayasan 
b) Wewenang sebagaimana tersebut ayat (1) diatas, 
dikecualikan dalam hal-hal untuk meminjam atau 
meminjamkan uang, memperoleh, mengasihkan 
atau memberatkan harta tetap Yayasan dan 
mengikat Yayasan sebagai penjamin, maka 
Direktur diwajibkan terlebih dahulu memperoleh 
persetujuan tertulis dari Dewan Pendiri Yayasan
5
 
c) Pengurus Pusat Yayasan mengerjakan, memutuskan 
dan menetapkan segala sesuatu dengan mengingat 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
d) Surat keluar harus ditanda tangani oleh Direktur 
Pelaksana dan lain lain wewenangnya. 
c. Pengawas Yayasan, wewenangnya sebagai berikut: 
a) Pengawas Yayasan dapat memberhentikan 
sementara anggota Pengurus Pusat Yayasan dengan 
menyebutkan alasannya dengan persetujuan Dewan 
Pendiri 
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b) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud 
diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan 
kepada Dewan Pendiri Yayasan 
c) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, 
Dewan Pendiri  Yayasan Wajib memanggil anggota 
Pengurus Pusat Yayasan yang bersangkutan untuk 
diberi kesempatan membela diri dalam Rapat 
Dewan Pendiri Yayasan 
d) Dalamwaktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal rapat 
untuk membela diri sebagaimana dimaksud dalam 
poin c, Dewan Pendiri Yayasan wajib memutuskan 
mencabut keputusan pemberhentian sementara atau 
memberhentikan anggota Pengurus Pusat Yayasan 
yang bersangkutan. 
e) Apabila Dewan Pendiri Yayasan tidak melakukan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin c dan 
pon d, maka pemberhentian sementara tersebut 
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6. Tugas-tugas pokok kepengurusan yayasan, diantaranya: 
a) Tugas Direktur 
1. Direktur Yayasan adalah koordinator pelaksana 
tugas fungsional dibidang Litigasi dan Non Litigali, 
Sekretariat Yayasan serta pembina Kantor-kantor 
cabang Yayasan 
2. Dalam hal Direktur berhalangan, maka tugas dan 
kewajibannya dilimpahkan kepada Wakil Direktur 
dan berkoordinasi dengan Dewan Pembina 
danDewan Pengawas Yayasan. 
3. Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibawah 
koordinasi dan brtanggungjawab kepada Dewan 
Pembina Yayasan. 
b) Tugas Sekertaris 
1. Membantu Direktur dalam pelaksanaan tugas 
dibidang Kesekretariatan Yayasan serta pembinaan  
Kantor-kantor Cabang Yayasan 
2. Sekertaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu 
oleh wakil sekertaris dibawah koordinasi dan 
bertanggung jawab kepada Direktur, 
c) Tugas Bendahara 
1. Membantu Direktur dalam pelaksanaan tugas 
dibidang Keuangan Yayasan 
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2. Bendahara berkewajiban untuk mencatat setiap 
aliran keuangan dan membuat laporan keuangan 
setiap bulan. 
3. Bendahara dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Direktur. 
d) Tugas Koordinator Divisi-divisi 
1. Membantu Direktur dalam melaksanakan tugas-
tugas yang berkaitan dengan divisinya masing-
masing 
2. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan 
bidang tugas (divisi-divisi) yang dipercayakan 
kepadanya dengan senantiasa melakukan konsultasi 




B. Data pendampingan hukum yang diperoleh dari 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara 
Kendal 
YLBH Putra Nusantara Kendal merupakan salah satu 
lembaga bantuan hukum, yang membantu seseoraang ketika 
berhadapan dengan hukum, baik hukum perdata, pidana atau 
pun tatausaha. Penulis akan lebih dalam membahas tentang 
pendampingan seseorang yang berhadapan dengan hukum 
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yang melakukan suatu tindak pidana, YLBH  Putra 
Nusantara Kendal telah mendampingi seseorang dalam 
berbagai kasus dari pencurian sampai pembunuhan. data 
pendampingan keseluruhan yang penulis ambil dari YLBH 
Putra Nusantara Kendal, selama 5 (lima) tahun terakhir ini, 
yaitu: 







Dari hasil wawancara 50% dari jumlah perkara 
merupakan pembelaan terhadap tindak pidana pengguna 
narkoba, baik dewasa mau pun anak-anak, namun 
penggunanya lebih banyak anak-anak. Namun,dari hasil 
wawancara rata-rata anak yang menggunakan narkoba 
setengah dari jumlah perkara perlindungan pengguna 
narkoba, kira- kira pengguna narkoba di bawah umur pada 
tahun 2013 yaitu  9 anak, pada tahun 2014 yaitu 16 anak,  
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2015 yaitu 12 anak, pada tahun 2016 kira-kira 22 anak dan 
tahun 2017 yaitu 17 anak. Jadi pengguna narkoba selama 
lima tahun terakhir ini kira-kira berjumlah 76 anak.  
Pendampingan anak mulai dilaksanakan setelah 
mendapatkan surat penunjukkan dari Polres, yaitu ketika 
penyidikan. Beberapa pendampingan ketika anak melakukan 
tahap penyidikan diantaranya 
a) Mendampingi anak ketika melakukan tes urine, 
pendampingan anak  dilakukan untuk memastikan 
bahwa urine tersebut benar-benar dari anak yang di 
dampingi. 
b) Mendampingi anak ketika dilakukan penggeledahan dan 
pembuktian agar sesuai dengan etika yang berlaku dll. 
 
Ketika pendampingan anak dipengadilan  yang 
dilakukan penasehat hukum yaitu,  membela sesuai dengan 
harkat dan martabat anak tersebut serta menyangkut masalah 
kemanusiaan, disini penasehat hukum meminta keringanan 
kepada majlis hakim dari hukuman yang di jatuhkan kepada 
anak, termasuk memohon kepada majlis hakim agar anak 
tersebut dimasukkan kedalam rehabilitasi.
8
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Bahwa Anak yang berinisial RSA berjenis kelamin 
laki-laki lahir di Demak bertempat tinggal di Semarang 
beragama Islam berusia 15 tahun lebih 3 bulan. Melakukan 
transaksi shabu-shabu mengandung Metamfetamina dengan 
berat bersih 0,055 gram, terdaftar dari golongan I (satu) 
Nomor urut 61 pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Melakukan transaksi di Dk. Lengkong 
Desa meteseh Kab.Kendal. Keterangan dari RSA sendiri 
menyatakan bahwa dia melakukan transaksi shabu-shabu 
baru pertama kali dan menggunakannya hanya dua kali. 
RSA di ancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) dan 
Pasal112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP. 
Kasus yang kedua anak yang berinisial BS, bertempat 
lahir di Batang, berjenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun 
lebih 4 bulan, beragama Islam. Melakukan tindak pidana 
dengan bertransaksi membeli ganja golongan 1 nomer urut 9 
(Sembilan) yang mengandung tetrahydrocannabinol dan 
menggunakannya bersama teman-temannya. Anak tersebut 
memakai ganja kurang lebih sudah 5 (lima) kali. Bs 
tertangkap di bengkel tambal ban  Ds. Penundan 
kec.Banyuputih kab. Batang. Bs terancan dalam Pasal 
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Ketika pendampingan oleh penasehat hukum di 
persidangan dibuktikan bahwa anak tersebut yang berinisial 
RSA terpengaruh oleh faktor lingkungan sedangkan untuk 
anak yang berinisial BS ini, dia melakukan tindak pidana 
menggunakan narkoba disebabkan broken home dan 
terpengaruh oleh teman. Kemudian penasehat hukum 
melihat undang-undang yang dilanggar. Sedangkan untuk 
rehabilitasi anak penasehat hukum sering kali belum  
dilibatkan oleh Majlis hakim. Biarpun ada penasehat hukum 
yang dilibatkan untuk menentukan tempat rehabilitasi. 
Pelibatan penasehat hukum mengenaikasus anak adalah 
ketika ada penuntutan kejaksaan dalam bentuk DPU, BNN 
dan dokter.  
Di dalam kasus narkoba tidak semuanya harus masuk 
penjara bisa di assesmen, yang seharusnya anak itu menjadi 
korban yaitu hanya coba-coba seperti kasus pertama, anak 
yang berinisial RSA. 
10
Sedangkan untuk kasus kedua, anak 
yang berinisial BS sudah termasuk dalam kategori 
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kecanduan, walaupun anak tersebut ketika tidak 
menggunakan ganja tubuhnya terasa tidak apa-apa”biasa 
saja”. Untuk anak sendiri memungkinkan akan di 
kemabalikan kepada orang tuannya, atau pun direhabilitasi 
dan tidak akan di penjarakan. Sedangkan hak-hak yang di 
perjuangkan untuk kasus narkoba khususnya pada anak 
diantaranya hak untuk hidup, dan persamaan hak dimuka 
hukum. 
 Dan di dalam persidangan ada pendampingan oleh 
penasehat hukum khusus antara anak yang baru 
menggunakan dan anak yang sudah ketergantungan. Untuk 
anak yang baru menggunakan  disini penasehat hukum 
membela bahwa secara otentik anak tersebut masih dalam 
taraf pembelajaran. Untuk yang sudah terbiasa bahkan 
pengedar itu beda lagi dalam hal pembelaannya yaitu 
permohonan keringanan dalam pemidanaan anak tersebut.. 
Untuk hambatan dalam pembelaan kasus diatas adalah 
alamat anak yang berhadapan dengan hukum khususnya 
anak jalanan mereka sulit diketahui alamatnya dan biasanya 
anak jalanan memakai psikotropika. Dan untuk kedua kasus 
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tersebut, kedua anak diatas sama-sama mengerti bahwa yang 
mereka pakai itu adalah narkoba. 
11
 
Dari data diatas, bisa kita ambil beberapa factor yang 
mempengaruhi anak melakukan suatu tindak pidana, 
diantaranya terpengaruh oleh lingkungan (terpengaruh oleh 
teman pergaulan)  dan factor broken home. Ini adalah suatu 
bentuk  pengajaran bagi masyarakat bahwa anak perlu untuk 
diperhatikan dalam pergaulan, pada usia-usia tersebut anak 
sedang mencari jati drinya dan mencari kesenangannya 
sendiri. Apabila anak mengambil suatu pergaulan yang 
salah, maka akan terjerumus ke narkoba. Padahal apabila 
seseorang yang terjerumus dari narkoba, maka orang 
tersebut sulit untuk keluar dari jeratan narkoba.  Maka dari 
itu,  perlunya mengawasi anak bangsa, tidak hanya orang tua 
tapi seluruh lapisan masyarakat, karena anak merupakan 
penerus bangsa. Apabila anak sudah berhadapan dengan 
hukum seperti kasus diatas  maka sepatutnya anak tersebut 
dilindungi. Ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) huruf e, 
berbunyi: 
“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga 
negara lainnya berkewajuban dan bertanggung jawab untuk 
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memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya”12 
Pemberian pendampingan oleh penasehat hukum 
kepada anak pengguna narkoba di Pengadilan, sebagai 
berikut,  
1. Kasus pertama anak berinisial RSA berusia 15 tahun 
lebih 3 bulan, pembelaannya sebagai berikut:  
Bantuan hukum Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum (YLBH) Putra Nusantara menyatakan bahwa 
pemberantasan narkotika harus ditegakkan karena 
sangat merugikan negara dan mengancam kehidupan 
manusia, namun perlu ditekankan bahwa penegakkan 
hukum dalam pemberantasan narkotika jangan hanya 
sekedar memenuhi target pemberantasan narkotika 
tetapi mengesampingkan prinsip-prinsip atau asas-asas 




 Penegakkan hukum bukan dalam arti harus 
menghukum seseorang, penegakkan hukum yaitu 
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apabila memang kesalahan hukum secara nyata dapat 
dibuktikan dalam penyidikan dan juga di dalam 
persidangan maka bantuan hukumYLBH Putra 
Nusantara sangatlah setuju haruslah hukum ditegakkan,  
namun jika kesalahan hukum tidak dapat dibuktikan 
maka jangan lah penegakkan ini dalam arti sempit 
supaya terdakwa dapat diproses dan dihukum karena 
interest pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini bantuan 
hukum YLBH Putra Nusantara memberikan 
pendampingan oleh penasehat hukum terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukun dalam sistem peradilan 
anak harus dimaknai secara luas, yang tidak hanya 
dimaknai sekedar penanganan anak dengan hukum 
semata, namun sistem peradilan anak harus dimaknai 
mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan 
tindak pidana dan upaya pencegahan. Anak bukanlah 
seorang dewasa dalam ukuran mini akan tetapi sebagai 
manusia yang membutuhkan topangan, sokongan dan 
perlindungan dari orang dewasa, keluarga serta 
masyarakat. Bahwa Proses peradilan/persidangan 
terhadap terdakwa menurut bantuan hukum YLBH 
Putra Nusantara sangat ironis bisa terjadi, dimana anak 
yang berinisial RSA merupakan salah satu anak bangsa 
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yang mencari jatidiri, perhatian, menunjukkan sesuatu 
hal yang mungkin itu keliru/salah. Yang seharusnya 
anak tersebut merasakan kasih sayang, merasakan masa 
bermain, merasakan masa sekolah, mendapatkan 




Bahwa didalam peraturan bersama Ketua 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik 
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala 
Badan Narkotika Nasional RI nomor: 03 tahun 2014, 
nomor: 11 tahun 2014, nomor: 03 tahun 2014, 
nomor:PER-005/A/JA/03/14, Nomor: 1 tahun2014, 
Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan 
pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Sedangkan 
di dalam Pasal 3 huruf a didalam Peraturan bersama 
tersebut di jelaskan “pecandu narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau 
terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang 
menjalani proses penyidikkan, penuntutan, dan 
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persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, 
perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi 
medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. 
Berdasarkan pasal 1 ayat UU no 11 tahun 2012 
tentang sistem peradilan anak disebutkan definisi dari 
keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak 
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 
pelaku/korban,dan pihak lain yang terkait untuk 
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula dan 
bukan pembalasan. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib 
mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.  Di 
dalam undang-undang disebutkan pendekatan tersebut 
meliputi: 
1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-
undangan ini 
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan 
dilingkungan peradilan umum, dan 
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau 
pendampingan selama proses pelaksanaan pidana 
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Tujuan sistem peradilan pidana berupa 
resosialisasi pelaku karena penyelenggaraan peradilan 
pidana untuk pembinaan pelaku hingga ketika kembali 
kemasyarakat sudah menjadi orang baik, sedangkan 
tujuan pencegahan kejahatan maksudnya dengan 
putusan pengadilan dapat menjaga pelaku untuk berbuat 
kejahatan. Tujuan ini lebih bersifat pada fungsi hukum 
preventif bagi masyarakat umumnya. Untuk tidak 
melakukan tindak pidana. Semua memiliki tujuan yang 
sama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana 
anak, yaitu: 
1. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak 
adalah resosialisasi atau pembinaan untuk 
mempersiapkan kembali pada masyarakat 
2. Tujuan jangka menengah dalam mencegah anak 
melakukan kejahatan lebih lanjut 
3. Tujuan jangka panjang adalah terwujudnya 
kesejahteraan anak maupun kesejahteraan 
masyarakat pada umumnya. 
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Berdasarkan UU No.11 tahun 2012 perwujudan 
keadilan restorative salah satunya adalah mekanisme 
diversi. Diversi itu sendiri mengalihkan penyelesaian 
perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses 
diluar 
16
peradilan pidana. Undang-undang 
mengamanatkan untuk mengupayakan adanya diversi 
dalam sistem peradilan anak. Berdasarkan pasal 6 UU 
No. 11 tahun 2012 Diversi bertujuan untuk: 
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak 
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses 
persidangan 
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 
Diberlakukan  undang-undang No.11 tahun 2012 
maka terdapat ketentuan lex spesialis terhadap tugas dan 
wewenang kepolisian, kejaksaan dan hakim. Salah satu 
yang khas membedakan adalah bentuk diversi. Pada 
tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara 
anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi oleh 
aparat penegak hukum. Diversi sebagaimana dimaksud 
dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan 
diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun 
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dan bukan merupakan pengulangan tindakan pidana 
(pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 11 tahun 2012). 
Penyidik, penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan 
diversi harus mempertimbangkan: 
1. Kategori tindak pidana 
2. Umur Anak 
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas dan 
4. Dukungan lingkungan masyarakat. 
2. Kasus yang kedua anak berinisial BS,usia 17 tahun 4 
bulan, pembelaannya sebagai berikut: 
Dalam usaha melakukan penegakan hukum RI 
apabila terdapat perbedaan pendapat dan penafsiran 
hukum antara Jaksa penuntut umum dan Penasehat 
hukum terdakwa adalah suatu yang dapat dibenarkan 
asalkan masih dalam batasan-batasan materi yang 
dihadapinya. Penesehat hukum terdakwa dalam perkara 
pidana No.26/Pid.Sus/2014/PN.Btg. ini hanya 
mempunyai satu tujuan yaitu berkehendak dan berupaya 




Prinsip-prinsip penegakkan hukum itu tidak sama 
dengan upaya pembebasan orang yang bersalah dan atau 
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menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah, 
tetapi titik beratnya dari pada penegak hukum adalah 
terdakwa benarkah terdakwa itu diadili sesuai dengan 
ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang 
berlaku secara obyektif. Oleh karena itu landasan 
berpikir dari pada prinsip-prinsip penegakkan hukum 
haruslah berkata bahwa terdakwa harus dihukum karena 
telah terbukti bersalah dan sebaliknya terdakwa tidak 
boleh dihukum dan harus dibebaskan karena tidak 
terbukti bersalah. 
Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa supaya 
Majlis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa yang berinisial BS bersalah 
melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan 
narkotika golongan I dalambentuk tanaman” 
sebagaimana diataur dalam pasal 111 UU No. 35 
tahun 2009 tentang narkotika dan 26 ayat (1) dan 
pasaal 28 UU No.3 tahun 1997 tentang peradilan 
anak. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BS dengan 
pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dipotong masa 
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Disini penasehat hukum menyampaikan 
keberatan terhadap tuntutan tersebut, sangatlah 
memberatkan terdakwa, maka dengan ini penasehat 
hukum terdakwa, melalui pembelaan ini mohon 
keringanan dalam pemeriksaan perkara ini untuk 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
Mengingat bahwa fakta dalam persidangan telah 
dicatat Berita Acara Sidang, yang tentunya telah 
lengkap, maka penasehat hukum beranggapan bahwa 
fakta-fakta dalam persidangan tidak perlu diulang lagi 
secara terperinci dalam persidangan ini, hal ini dengan 
maksud untuk menghindari pengulangan yang tidak 
efektif. Oleh karena itu berita acara persidangan yang 
dibuat oleh Panitera Pengganti sepanjang mengenai 
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah 
merupakan bagian dari Pledoi/pembelaan ini dan 
merupakan bagiansatu kesatuan yang tak terpisahkan. 
Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut 
karena perbuatan terdakwa kecanduan/ketagihan dengan 
barang tersebut. 
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Disamping itu untuk pertimbangan: 
1. Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap 
sopan dan berterus terang 
2. Bahwa terdakwa sangat-sangat menyesali 
perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi 
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan 
masih bisa diharapkan menjadi anak yang baik. 
Demikian atas pembelaan ini penasehat hukum 
mohon agar anak tersebut dikembalikan dalam 
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA 
PENGGUNA NARKOBA DI BAWAH UMUR 
A. Analisis Perlindungan Hukum Positif Terhadap Tindak 
Pidana Pengguna Narkoba Dibwah Umur 
Narkoba merupakan zat yang membahayakan 
terhadap kesehatan menuasia, tidak hanya merusak saraf tapi 
dapat merusak jiwa seseorang serta dapat membunuh bagi 
penggunnya, apabila disalah gunakan. Banyaknya pengguna 
narkoba dari artis, orang tua, pemuda, hingga anak. Itu dapat 
merusak suatu Negara. Dan hukumannay pun menurut 
penulis sangat berat yaitu: 
Sanksi bagi tindak pidana narkotika di atur dalam 
undang-undang  nomor 35 tahun 2009, yaitu: 
Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai 
berikut: 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 
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paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan 
miliar rupiah) 
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 
5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahundan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
1
 
Pasal 117 UU No.35 tahun 2009 yang berbunyi 
sebagai berikut: 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotikan Golongan II, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana 
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 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
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dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 
Pasal 122 No.35 tahun 2009 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.400.000.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, 
pelaku dipidana dengan  pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 









Walaupun sudah ditegakkan hukum bagi tindak 
pidana pengguna narkoba, namun tetap banyak 
penggunanya. Khususnya untuk anak rawan sekali, apabila 
tidak diawasi dalam pergaulannya. Karena penyebab anak 
menggunakan narkoba terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi 
anak harus diawasi ia bergaul dengan siapa saja. Anak 
merupakan penentu bangsa dimasa depan. Apabila anak 
sudah masuk dalam lubang narkoba dan terjerat oleh hukum 
yang berlaku di Indonesia, pemerintah wajib memberikan 
bantuan hukum terhadap anak tersebut, dalam kasus diatas 
pemerintah menunjuk lembaga bantuan hukum YLBHPutra 
Nusantaradalam pendampingan anak. Data yang penulis 
dapat lima tahun belakangan ini, YLBH Putra Nusantara 
sering kali menangani kasus pengguna narkoba di bawah 
umur, di bandingkan dengan orang dewasa lebih banyak 
anak- anak yang menggunakannya. Kira-kira 76 anak yang 
menggunakan narkoba, belum lagi di lembaga lain yang 
menangani kasus yang sama. Hal ini sangat lah ironis, yang 
mana seorang anak di didik untuk meneruskan perjuangan 
bangsa, namun  anak mengonsumsi narkoba (perusak tubuh 
bagi penggunanya) dan  berhadapan dengan hukum, maka 
anak tersebut harus dilindungi oleh pemerintah yang 
terdapat dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, berbunyi: 
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“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara 
lainnya berkewajuban dan bertanggung jawab untuk 
memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak yang 
berhadapan dengan hukum.”3 
Pasal 59 ayat (2) huruf e, berbunyi: 
“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara 
lainnya berkewajuban dan bertanggung jawab untuk 
memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya” 
Hak- hak yang perlu di perjuangkan untuk anak 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah 
2. Hak mendapat perlindungan dari segala tindakan yang 
merugikan, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, 
mental dan social 
3. Hak memperoleh pendamping dari penasehat hukum 
4. Hak anak memperoleh fasilitas transfort serta penyuluhan 
dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan 
5. Hak agar anak dapat menyatakan pendapat 
6. Hak persidangan tertutup demi kepentingan anak 
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 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, op.cit, h.73 
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7. Hak mendapat pembinaaan yang manusiawi sesuai 
dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan 
idepemasyarakatan 
8. Diusahakan peradilan tidak ditangguhkan, 
konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang 
dimulai. 




Untuk pemerintah sendiri telah memberikan hak 
terhadap anak dengan cara melakukan penunjukkan 
perlindungan dari Polres kepada Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal . Perlindungan pun 
dilaksanakan setelah penunjukkan tersebut, mulai dari 
penyidikkan YLBH sudah mendampingi anak sampai tahab 
putusan. 
Untuk kasus RSA yang mana anak tersebut usianya 
masih 15 tahun lebih tiga bulan, anak tersebut mengonsumsi 
narkoba sebanyak dua kali. Dan melakukan trasnsaksi jual 
beli narkoba sebanyak satu kali karena permintaan temannya 
dan akan diberi upah apabila melakukannya. Dalam 
pembelaannya YLBH Putra Nusantara Kendal menegaskan 
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 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika 
Aditama cet. 2, 2008, h. 71 
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bahwa anak tersebut dalam taraf belajar, yang mana anak 
tersebut sedang mencari jati diri, maka YLBH Putra 
Nusantara Kendal dalam pembelaannya menekankan 
pemulihan kembali pada anak  ke keadaan semula dan bukan 
merupakan suatu pembalasan atas perbuatan anak hal ini 
sesuai dengan  KUHP yang  dapat di temukan dalam Pasal 
45 yaitu: 
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena 
perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 
enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si 
tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, 
atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu 
hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah 
diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan 
suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian 
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan 
dalam pasal 489, 490,492, 497,503-505, 514, 517-519, 
526, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum 
lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang 
menyalahkan dia  melakukan salah satu pelanggaran itu 
90 
 
atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang 
bersalah.”5 
Untuk kasus Bs anak ini berusia 17 tahun lebih 4 
bulan, anak ini telah menggunakan narkoba sebanyak 5 kali, 
dan bertransaksi jual beli 1 kali karena di minta temannya 
membeli narkoba untuk digunakan bersama. Dalam 
pembelaannya YLBH Putra Nusantara Kendal memohon 
kepada Majlis hakim untuk meringankan hukuman 
penuntututan jaksa yang di berikan kepada terdakwa. Hal ini 
sesuai dengan Pasal 64 yang berbunyi: 
“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan 
dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 
ayat (2) huruf b dilakukan melalui poin g yang berbunyi: 
Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau 




Pada prinsipnya YLBH Putra Nusanatara Kendal 
Melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat manusia 
agar anak tersebut tidak dipidana penjara atau pun memohon 
agar anak tersebut dikurangi hukumannya atau dikembalikan 
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Nashriana, Perlindungan Hukum Pidanabagi Anak di Indonesia, 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada cet 2, 2012,h. 3-4 
6
 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ibid, h.74-75 
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kepada orang tuannya atau pun anak tersebut direhabilitasi 
agar anak menjadi seseorang yang lebih baik dan tidak 
terjerumus dalam lingkangan narkoba. Apalagi anak dari 
data diatas belum kecanduan, walaupun kedua anak tersebut 
melakukan tindak pidana menggunakan narkoba dengan 
sengaja.  
Menurut hemat penulis, pendampingan oleh penasehat 
hukum yang diberikan oleh YLBH Putra Nusanatara Kendal 
sesuai dengan ketetapan hukum yang ada di Indonesia, 
Tujuan dari melindungi anak ini agar kemerdekaan anak 
tidak dirampas dan terpenuhinya suatu keadilan bagi anak 
yang berhadapan dengan hukum. Pada usia-usia tersebut 
anak masih mencari jati diri mereka dengan melakukan 
berbagai hal walaupn hal tersebut salah. Ini merupakan 
pengajaran bagi masyarakat dan orang tua untuk mengawasi, 
memperhatikan anak saat anak telah mencapai usia remaja, 
biar pun pada usia tersebut anak lebih suka bermain dengan 
kawan sebayanya dari pada keluargannya. Namun tidak ada 
salahnya apabila keluarga serta seluruh lapisan masyakat 
mengawasi dan memperhatikan atau pun peduli atas 
pergaulan anak, Agar tidak ada lagi anak yang terjerumus 
oleh narkoba. Karena narkoba musuh bagi masyarakat dan 
merupakan perusak bangsa bila disalah gunakan. Jadi anak 
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bangsa merupakan tanggung jawab seluruh lapisan 
masyarakat yang harus pedulikan. Terutama anak yang 
mempunyai masalah broken home dan tentunya anak jalanan 
serta anak nakal lainnya karena sangat rawan untuk 
terpengaruh. Karena mereka tidak peduli dengan dampak 
dari narkoba itu sendiri, yang mereka tau hanyalah 
kesenangan.  
Untuk pemerintah pada kasus diatas penulis setuju 
apabila anak-anak yang menyalah gunakan narkoba 
diberikan suatu pelajaran, baik direhabilitasi maupun di 
penjara sesingkat mungkin agar anak jera tidak mengulangi 
tindak pidana tersebut. Serta diberikan sosialisasi bahwa 
narkoba itu merupakan zat yang berbahaya untuk tubuh yang 
dapat merusak akal dan berdampak pada kematian.. Dan 
merusak masa depan untuk anak tersebut. Apabila anak telah 
dibebaskan dari rehabilitasi atau hukuman ringan dan 
kembali ditengan masyarakat, untuk mendukung anak agar 
tidak kembali terjerumus ke narkoba alangkah lebih baiknya 
jika anak tersebut digauli oleh masyarakat dan tidak 





B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum 
Tindak Pidana Pengguna Narkoba Dibawah Umur 
Pada zaman Rasulullah belum dikenal yang namanya 
narkoba, namun dikenal dengan khamr. Khamr  merupakan 
minuman yang memabukkan. Hukum Islam  melarang 
umatnya untuk mengonsumsi khamr, karena khamr dapat 
merusak akal bagi peminumnya. Dan hukuman bagi 
peminum khamr dicambuk sebanyak 40 (empat puluh), biar 
pun ada ulama yang menerangkan 80 (delapan puluh) kali 
cambukan. Dewasa ini, zat yang memabukkan tidak hanya 
khomr yang hanya dapat di minum, namun ada yang disebut 
dengan narkotika dan psikotropika yang mempunyai banyak 
macamnya, penggunaannya pun dengan berbagai cara yaitu 
dengan cara dihisap maupun bius yang disebut narkoba. 
Narkoba ini dampaknya tidak hanya pada akal namun dapat 
pula berujung pada kematian bagi penggunanya.  
Pada zaman sekarang tidak hanya orang tua atau orang 
dewasa yang menyalahgunakan narkoba, namun anak pun 
terlibat menjadi pengguna karena factor lingkungan 
pergaulan si anak. Padahal anak merupakan generasi penerus 
bagi bangsa dan penerus penegak hukum Islam dimasa 
depan. Jadi sudah seharusnya apabila seorang anak 
dilindungi, karena seorang anak berpikirnya masih lemah 
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dan cara berpikirnya  pun masih labil dan mudah untuk 
terpengaruh oleh teman. Di dalam hukum Islam sendiri 
terdapat gugurnya hukuman terhadap tiga orang yang 
melakukan suatu tindakkan yang dilarang . Sabda Rasulullah 
saw: 
 ٍَتث ََلَث َْ َع َُيَوقهْا َِعفُس : َ ِق َْ َْغ   نَّ  َ ِِيا نَِّها َِ َع , ِّ ِب نَّصها َِ َع َٕ
 َِيَو  َْ   نَّ  َ , َِنق َْ   نَّ  َ ٍِ ْٖ ُِ ْ ٌَ هْا َِ َع َٕ .تشا ع َع ذٌ ا ّإس  
Artinya: “Diangkat kalam (dibebaskan dari ketentuan 
hukum) dari tiga golongan, yaitu dari orang yang sedang 
tidur. Dari anak-anak sampai ia bermimpi (dewasa) dan 
dari orang gila sampai ia sadar”. HR Ahmad dari 
‘Aisyah.7 
Di dalam hukum islam sendiri menyatakan seorang 
anak di bebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas 
tindak pidana yang di lakukannya, namun anak tersebut 
dapat dijatuhi suatu pengajaran, walau pun pengajaran ini 
berbentuk hukuman tetapi tetap dianggap sebagai bentuk 
hukuman pengajaran bagi anaak yang melakukan tindak 
pidana, namun hukuman ini bukan lah hukuman pidana, 
apabila anak tersebut berulang kali melakukan perbuatan 
tindak pidana maka akan berulang kali di jatuhi hukuman 
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 , Ilmu Fiqh, Jakarta:_____, 1982, h. 88 
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pengajaran bagi anak pembuat tindak pidana, dan anak 
tersebut tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan 
(residivist), Dan anak tetap mendapat pertanggungjawaban 
perdata atas apa yang dilakukannya yang mana merugikan 
orang lain.
8
Di dalam Islam sendiri terdapat beberapa metode 
untuk memberikan sanksi kepada anak yang melakukan 
perbuatan pidana diantaranya 
1. Metode Ta’lim, metode ini digunakan pada anak yang 
belum tahu apa yang dihadapinya, baik dalam perintah 
atau larangan dalam agama Islam. 
2. Metode Tarhib, metode ini digunakan pada anak yang 
sudah di beri nasehat atau telah di berikan 
pengetahuan atas perbuatannya, namun anak tersebut 
masih mengulang perbuatanya.  Metode ini merupakan 
suatu ancaman pada anak yang melakukan suatu 
tindak pidana. 
3. Metode Tagrib, metode ini digunakan apabila anak 
tersebut sudah diberi pengetahuan tentang 
perbuatannya, baik dia mendapat nasehat, teguran dan 
ancaraman, namun anak tersebut tetap melakukan 
suatu tindak pidana, Metode ini memperbolehkan 
orang tua menghukum anak dan mengasingkan anak 
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 Ahmad Hanafi, ibid, h. 369-370 
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untuk sementara, namun harus tetap 
memertimbangkan secara matang masa depan anak.
9
 
Kedua anak diatas telah sengaja menyalahgunakan 
narkoba, mengetahui bahwa pemerintah melarang seseorang 
menggunakan narkoba, namun mereka tetap 
menggunakannya  dan mereka juga bertransaksi jual beli 
barang haram tersebut. Perbedaanya untuk anak RSA dia 
melakukan jual beli untuk orang lain dan menggunakan 
narkoba pun karena ajakan orang lain, sedangkan untuk Bs 
menggunakan narkoba untuk diri sendiri dan teman-
temannya, selain itu Bs telah mengonsumsi narkoba kurang 
lebih sebanyak 5 kali. Menurut hemat penulis kedua anak 
diatas harus di berikan sanksi metode Tagrib, yang mana 
kedua anak  tersebut harus diasingkan sebagai bentuk 
pendidikan agar keduanya jera. Untuk Bs di perlukannya 
hukuman karena melakukannya berulang kali, namun harus 
tetap mempertimbangkan masa depan anak. Karena akhlak 
anak masih dapat di perbaiki dan pada dasarnya hukuman 








yang diberikan pada anak memiliki tujuan agar anak tidak 
mengulangi perbuatannya. 
Jadi hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan 
hukum Islam yang mana seorang anak apabila melakukan 
suatu tindak pidana, maka anak tersebut dilindungi dari 
pemidanaan, namun tetap diberikan suatu pengajaran, agar 
anak tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar 
hukum. Karena anak tidak hanya penerus bangsa, namun 
juga bibit-bibit penegak hukum agama dimasa depan. 
Untuk usia anak terdapat perbedaan menurut para 
ulama. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa 
anak baligh ketika usia 15tahun.
10
 Menurut Imam Syafi’I 
dan hambal baligh atau dewasa pada usia 15 tahun
11
 dengan 
landasan hadits Rasul sebagai berikut: 
 َم َ  ٍِعف َُ َْ َع :  ٌَ ُِْٔ َع ُ نَّاللَّ َيِضَس َش ٌَ ُع َُ ْبا ِيَِث نَّذ َ : ٍنَّ َأ
 َُ ْبا َٖ ُٓ َٕ  ٍذ ُُأ َى ْٖ َ  َُْضَشَع َينَّوَع َٕ  ِْ  َْوَع  ُ نَّاللَّ  نَّوَص ِ نَّاللَّ َمُٖعَس
ِيُْض ُِ  َْيَوف ًَتَِع َةَشْشَع ََعبَْسأ ,  ََُأ َٕ  ِق َذِْ َخْها َى ْٖ َ  ِيَِضَشَع نَُّيث
ِيَُص ََجَأف ًَتَِع َةَشْشَع َظ ٌْ َخ َُ ْبا .  َوَع ُت ًْ  َِذَقف ٌِعف َُ َم َ 
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 Ibid, Ahmad Hanafi, h. 369 
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 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh „ala Madzahib Al-
Khamsah, penj. Afif Muhammad, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: 
BasriePress, 1994, h. 23 
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 َم  ََقف َث ِْذ َْها اََزٓ ُُْ ْث نَّذ ََف ٌَتف ِْوَخ َٖ ُٓ َٕ  ِض ْ ِض َْها ِذْبَع َِ ْب َش ٌَ ُع
 : ِش ِْبَلهْا َٕ  ِش ْ ِ نَّصها َ  َْب دٌّذ ََه اََزٓ ٍنَّ ِ  , ٍْ َأ ِْ ِه ٌنَّ ُع  َِه  ََب َك َٕ
 َةَشْشَع َظ ٌْ َخ  َََوب َْ ٌَ ِه اُٖض ِشَْف  
Artinya: Dari Nafi, dia berkata: Ibnu Umar RA telah 
menceritakan kepadaku, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
memeriksanya pada perang Uhud, dan saat itu dia berusia 
14 tahun, maka beliau tidakmengizinkanku (turut 
berperang). Kemudian beliau  memeriksaku pada perang 
Khandaq, dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau 
mengizinkanku.” Nafi berkata, “Aku datang kepada Umar 
bin Abdul Aziz yang saat itu menjabat sebagai khalifah. 
Lalu aku menceritakan hadits ini kepadanya, maka dia 
berkata, „Sungguh ini adalah batasan antara anak kecil 
dan orang dewasa‟. Kemudian dia menulis kepada para 
pembantunya agar menetapkan kepada mereka yang telah 
mencapai usia 15 tahun.”12 
Menurut Imam Malik menetapkan usia baligh pada 
seoarang anak laki-laki atau perempuan ketika dia berusia 
tujuh belas tahun. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat usia 
anak ketika baligh untuk laki-laki berusia delapan belas 
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Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, Fathul Baari 
Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari buku 15, penj. Amiruddin, 
Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, h. 103 
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 ِيَبأ َْ َع ٍِتب َث ِيَبأ َِ ْب ِب ِْب َ َْ َع ٌش َْغ ًِ   َََُشبَْخأ ُذ َِْض   ََِث نَّذ َ
 ِِّيبنَِّها  َِه  ٌنُجَس َء َج َم َ  ٍٕش ٌْ َع َِ ْب ِ نَّاللَّ ِذْبَع َْ َع ِط نَّب َْها
 َكاَِذها َٕ  دٌّي ََأ َم ََقف ِد َٔ ِهْا ِيف ُُُِْْرَأ َْغ  َينَّوَع َٕ  ِْ  َْوَع ُ نَّاللَّ  نَّوَص
 ْذِٓ   ََف  ٌَ ِٔ  َِْفف َم َ  ْي ََُ َم َ .  
“Yazid menceritakan pada kami, Mis‟ar mengabarkan pada 
kami dari Habib bin Abu Al Abbas dari Abdullah bin Amru, 
ia berkata: Suatu ketika datang seorang pemuda kepada 
Nabi SAW meminta izin untuk berjihad (berperang), Beliau 
bertanya,  “Apakah orang tuamu masih hidup?” ia berkata,  
“ya”. Beliau bersabda, “Berbakti kepada keduanya adalah 
jihad.”14 
Dari data di atas terdapat perbedaan usia baligh atau 
dewasa menurut para ulama, selain batasan umur untuk 
menentukan anak baligh juga terdapat tanda- tanda ketika 
seorang anak baligh, empat Imam madzhab sepakat bahwa 
anak perempuan baligh ketika haidh dan hamil. Kedudukan 
haidh seorang perempuan sama dengan keluarnya sperma 
                                                          
13
 Op.cit, Muhammad Jawad Mughniyah, h.23 
14
 Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam 






Menurut hemat penulis, perbedaan usia 
tersebut bukanlah suatu masalah, tergantung orang yang 
memilih menganut salah satu dari ke empat imam madzhab 
diatas. Untuk orang menganut madzhab Imam Ahmad bin 
Hambal dan Imam Syafi’I maka kedua anak dari tada bab 
sebelumnya mendapatkan hukuman hudud yaitu dicambuk 
40 kali apabila ditambah cambuk 40 kali lagi itu merupakan 
hukuman takzir. Sedagkan untuk Imam  Malik data anak 
kasus yang pertama berinisial RSA berusia 15 tahun lebih 3 
apabila belum keluar seperma maka anak tersebut masih 
anak-anak, untuk BS sendiri diberi hukuman karena usianya 
telah lebih dari 17 tahun, karena batas baligh usia anak 
menurut Imam Malik adalah 17 tahun. Dan untuk Bs dia 
harus dihukum sesuai ketentuan Islam. Untuk Imam Hanafi 
dalam kasus RSA dan BS apabila keduanya belum keluar 
seperma maka keduanya gugur hukumannya yang mana 
keduanya terhindar dari hukum pidana Islam. 
 Menurut penulis, diusia delapan belas tahun seseorang 
sudah mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang 
dikerjakannya, seseorang dapat berpikir dengan baik mana 
yang baik dan mana yang buruk untuk melakukan suatu 
perbuatan setidaknya mereka paham dampak dari apa yang 
                                                          
15
 Op. cit.Muhammad Jawad Mughniyah, h. 23 
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mereka lakukan. Dan apabila seseorang telah menginjak usia 
18 tahun dan melakukan suatu tindak pidana, maka orang 
tersebut wajib kena hukuman sesuai orang dewasa. Karena 
masa berpikirnya telah penuh yang mana dapat membedakan 
baik dan buruk dampak dari menggunakan narkoba. 
Di dalam Islam sendiri pun seorang muslim harus 
patuh terhadap pemimpin yang melakukan perbuatan 
amalma’ruf nahi munkar yang terdapat dalam Qs. An-Nisaa’ 
ayat: 59, sebagai berikut: 
                   
                     
                           
 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 
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Dari dalil di atas bisa di simpulkan bahwa Islam pun 
menyuruh umatnya untuk taat kepada pemimpin yang 
melakukan perbuatan amalma’ruf nahi mungkar, dan apabila 
seorang pemimpin metetapkan bahwa yang dimaksud 
dengan anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun,  
itu melalui berbagai pertimbangan termasuk anak harus 
mengenyam pendidikan selama 12 (dua belas) tahun. Dan 
itu harus kita taati karena hal tersebut untuk kepentingan kita 







Dari uraian sebelumnya penulis mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perlindungan yang di berikan Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Putra Nusantara Kendal telah sesuai dengan UU 
No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yaitu 
melindungi seseorang yang usianya di bawah 18 (delapan 
belas tahun), dari pidana penjara dan memohon kepada 
majlis hakim agar anak tersebut untuk direhabilitasi atau 
di kembalikan kepada orang tuanya. Walau pun dalam 
kasus di atas ada anak yang di jatuhi hukuman pidana, 
namun sebagai penasehat hukum anak tersebut, lembaga 
memohon keringanan atas hukuman pidana yang telah 
dijatuhkan. Ini sesuai dengan UU No 35 tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak Pasal 64 poin (g) 
Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau 
penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu 
yang paling singkat. 
2. Menurut hukum Islam sendiri terdapat perlindungan 
terhadap akal, yang mana akal harus dijaga, karena akal 
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merupakan pembeda antara manusia dengan hewan, 
selain itu dengan akal manusia dapat membedakan antara 
yang baik dan buruk, maka dari itu Islam memberi 
hukuman bagi orang yang merusak akal, namun apabila 
seorang yang merusak akal adalah anak dibawah umur 
terdapat gugurnya pidana, menurut sebagaian besar ulama 
sepakat bahwa anak baligh ketika usianya 15 (lima belas) 
tahun, walau pun ada ulama yang berbeda pendapat, salah 
satunya imam Hanafi berpendapat bahwa anak dewasa 
ketika usianya 18 (delapan belas) tahun. Di dalam hukum 
positif pun terdapat peraturan bahwa seseorang yang 
usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka 
orang tersebut belum dewasa dan apabila seorang anak 
berhadapan dengan hukum ketika belum dewasa maka 
anak tersebut dikenakan hukuman pengajaran yang 
intinya mendidik anak agar anak tidak melakukan suatu 
tindak pidana.. Maka dari itu sudah depatutnya manusia 
melindungi akalnya. Di dalam Al –Qur’an menyebutkan 
bahwa rakyat harus taat kepada pemimipin atau hakim 
yang makruf, peraturan pemerintah diatas merupakan 
peraturan yang di tetapkan melalui berbagai 
pertimbangan oleh Negara. Dan peraturan tersebut tidak 




Narkoba merupa zat yang merusak tubuh bagi 
penggunanya, dewasa ini yang menggunakan narkoba  dari 
orang tua sampai anak-anak. Hal tersebut dapat 
menghancurkan masa depan bangsa dan masa depan bagi 
penggunanya. Apalagi anak yang menyalahgunakkannya itu 
sangat lah miris untuk masa depan bangsa dan anak tersebut. 
Perlulah perlindungan bagi anak yang menggunakannya. 
Dari paparan data dan teori pada bab sebelumnya penulis 
memiliki saran sebagai berikut: 
1. Untuk YLBH Putra Nusantara Kendal lebih tingkatkan 
lagi perlindungan anak yang berhadapan dengan 
hukum dengan mengedepankan apa yang terbaik untuk 
anak 
2. Untuk Pemerintah berikanlah pembelajaran kepada 
anak yang terbaik termasuk pembelajaran agar anak 
dapat diterima dimasyarakat dengan baik agar anak 
tidak dikucilkan dan kembali  lagi ke narkoba. 
3. Untuk seluruh lapisan masyarakat perlulah anak untuk 
diawasi, diperhatikan dan dipedulikan dalam 
pergaulannya baik yang tidak terjerumus maupun yang 




4. Untuk penulis, selanjutnya semoga karya ini  bisa 
membanntu dalam penulisan karya ilmiah dan semoga 
dapat menggali lebih dalam lagi mengenai 
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